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Pengantar		
	

	
	

	

HORIZON	ILMU	SEBUAH	DISTINGTIF	KEILMUAN	
DALAM	TRIDHARMA	PERGURUAN	TINGGI		

UIN	MATARAM	
	
	
	

Alhamdulillah	 atas	 uluran	 nikmat	 dan	 karunia	 Allah	
SWT	 yang	 tercurahkan	 	 kepada	 insan	 akademik	 yang	 selalu	
mendedikasikan	 diri	 untuk	 keilmuan	 dan	 kemanusiaan.	
Shalawat	 dan	 salam	 terlimpah	 curahkan	 kepada	 manusia	
agung,	 manusia	 visioner,	 penyebar	 ilmu	 dan	 peradaban	
kemanusiaan,	sang	revolusioner	Nabi	Muhammad.		

Buku	 Horizon	 Ilmu	 yang	 di	 hadapan	 para	 pembaca	
merupakan	 ijtihad	 akademik	 sivitas	 akademika	UIN	Mataram	
yang	 telah	 dirintis	 diawal	 obsesi	 para	 pemimpin	 lembaga	
pendidikan	 tinggi	 yang	bernama	 Institut	Agama	 Islam	Negeri	
[IAIN]	Mataram	yang	bekerja	cerdas,	keras,	tuntas,	dan	ikhlas	
sehingga	terwujud	mimpi	besar	tranformasi	kelembagaan	dari	
Institut	 menuju	 Universitas.	 Transformasi	 kelembagaan	 ini	
meniscayakan	 adanya	 distingsi	 yang	 jelas	 antarlembaga	
perguruan	 tinggi	 dengan	 lembaga	 baru,	 yang	 kemudian	
menjadi	 Universitas	 Islam	Negeri	 (UIN)	Mataram.	 Perubahan	
nama	 kelembagaan	 inilah	 yang	 melatarbelakangi	 lahirnya	
paradigmatik	keilmuan	akademik	UIN	Mataram	yang	 familiar	
disebut	dengan	HORIZON	ILMU.		
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Konsep	 keilmuan	 UIN	Mataram	 dikenal	 dengan	 istilah	
“Horizon	Ilmu”	yang	memiliki	turunan	integrasi,	 interkoneksi,	
dan	 internalisasi.	 Berangkat	 dari	 filosofi	 horizon	 ilmu	 ini	
berupaya	 untuk	 mengembangkan	 dan	 mengkombinasikan	
antarilmu	 umum	 dengan	 ilmu	 keislaman.	 Tujuan	 ini	 tentu	
untuk	menjawab	problematika	keilmuan	di	lingkungan	PTKIN	
yang	selama	 ini	 terjadi	dikotomi	antara	 ilmu	umum	dan	 ilmu	
keislaman.	 Pemisahan	 ini	 sudah	 lama	 terjadi	 sehingga	
memunculkan	 problem	 epistemologis	 bagaimana	
mendamaikan	dua	kutub	keilmuan	yang	terpisah.	Dalam	upaya	
untuk	 mendamaikan	 dua	 kutub	 keilmuan	 itu	 tentu	
memerlukan	 epistemologis	 serta	 metodologis	 yang	 jelas	
sehingga	 menemukan	 titik	 temu.	 Horizon	 ilmu	 sebagai	
jawaban	atas	problem	perpecahan	ilmu	umum	dan	keislaman	
di	 lingkungan	 PTKIN	 ini	 juga	 tidak	 mudah	 untuk	 diuraikan,	
karena	 harus	 menjawab	 beberapa	 problem	 epistemologis	
keilmuan.	 Maka	 dari	 itu,	 untuk	 melihat	 muara	 dari	 Horizon	
Ilmu	 UIN	 Mataram	 ini	 perlu	 melihat	 beberapa	 problem	
epistemologis	 keilmuan	 agar	 jelas	 standing	 position	 dari	
Horizon	 Ilmu	 sebagai	 suatu	 mazhab	 keilmuan	 UIN	 Mataram.	
Berkaitan	 dengan	 dikotomi	 bangunan	 keilmuan	 yang	 terjadi	
maka	perlu	proses	 integralistik	dan	saling	melengkapi	karena	
suatu	kewajaran	dengan	kurun	waktu	yang	sangat	 lama	telah	
terjadi	 dikotomi	 keilmuan.	 Oleh	 karena	 itu,	 perlunya	
pandangan	baru	untuk	menghubungkannya.		

M.	Amin	Abdullah	melihat	tiga	problem	yang	berkaitan	
dengan	 Religious	 knowledge,	 Islamic	 thought,	 dan	 Islamic	
studies	 seolah-olah	 ada	 keterputusan	 missinglink	 di	 antara	
ketiganya	 yang	 seolah-olah	 tidak	 bertemu,	 tidak	 saling	
berdialog,	 mengenal,	 dan	 mengambil	 manfaat	 masukan	 di	
antara	 kluster	 keilmuan.	 Ketiganya	 masih	 berdiri	 sendiri	
secara	 ekslusif.	Masing-masing	merasa	 cukup	 dengan	 dirinya	
sendiri,	 dan	 tidak	memerlukan	 bantuan	 dari	 yang	 lain.	 Lebih	
jauh	 M.	 Amin	 Abdullah	 mengatakan	 seharusnya	 ketiganya	
harus	 terjalin	 integrasi-interkoneksi	 yang	 dialogis	 dan	
negosiatif.	 Masing-masing	 kluster	 tidak	 hanya	 secara	 pasif	
mengambil	manfaat	 dari	 kluster	 yang	 lain,	 tetapi	 juga	 secara	
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aktif,	 cair,	 dan	 dapat	 memberi	 masukan,	 kritikan,	 kepada	
kluster	yang	 lain.	Dengan	cara	 ini	pengembangan	 ilmu	umum	
dan	keilmuan	Islam	dapat	berdampak	bagi	keilmuan	global.	

Buku	 yang	 ada	 di	 hadapan	 pembaca	 ini	 mengambil	
tema,	reorientasi	paradigmatik	dalam	makna	bahwa	konsepsi	
seputar	 horizon	 ilmu	 ini	 diharapkan	 menjadi	 suatu	 sistem	
yang	 hidup	 di	 tengah-tengah	 komunitas	 akademik	 UIN	
Mataram	 dan	 menjadi	 living	 system	 yang	 mewarnai	 sepak	
terjang	tridharma	perguruan	tinggi	seluruh	sivitas	akademika	
UIN	Mataram.	
	 	 Living	 system	 sebagai	 identitas	 pembelajaran	 UIN	
Mataram	 ini	 juga	 memiliki	 prinsip	 otonomi	 penuh.	 Jaringan	
antarsemua	 komponen	 selalu	 dalam	 batas	 tertentu,	 dimana	
semua	 jaringan	 yang	 ada	 dalam	 pembelajaran	 ini	 bukan	 saja	
melahirkan	 organisasi	 akan	 tetapi	 organisasi	 tersebut	
memiliki	 kemampuan	 yang	 luar	 biasa;	 karena	 pembelajaran	
tersebut	mampu	memerbaharui	dan	memproduksi	komponen-
komponen	 baru	 yang	 sama	 dan	 dapat	 berfungsi	 di	 UIN	
Mataram.	 Prinsip	 otonomi	 yang	 ada	 di	 UIN	 Mataram	 ini	
mengandaikan	 adanya	 mekanisme	 internal	 sistem	 hidup	
(living	 system)	 untuk	 mengkonservasi	 keberlangsungan	
keberadaan	sistem,	atau	untuk	selalu	memerbaharui.		
	 	 Sistem	hidup	yang	menjadi	identitas	pembelajaran	UIN	
Mataram	selalu	memiliki	kemampuan	untuk	memproduksi	diri	
dalam	mempertahankan	organisasi	dan	mengada	di	dalamnya.	
Pembelajaran	di	UIN	Mataram	ini	selalu	berjalan	dalam	ranah	
sirkularitas,	 sebagai	 prinsip	 kerja	 sistem,	 karena	 tujuannya	
adalah	 untuk	 membangun	 relasi	 dan	 kesatuan,	 tujuan	
kesatuan	 ini	 untuk	 menjamin	 keberlangsungan	 relasi	 antar	
komponen.	Orientasi	relasi	antar	komponen	adalah	sistem	dan	
orientasi	sistem	adalah	relasi	antar	komponen.	
	 	 Seperti	yang	dikatakan	di	atas	bahwa	living	system	yang	
berada	 di	 UIN	Mataram	 sebagai	 identitas	 pembelajaran	 yang	
selalu	berjalan	sirkuler.	Oleh	karenanya,	living	system	memiliki	
dua	 ranah	 operasional,	 yaitu	 ranah	 internal	 yang	 bersifat	
fisiologis,	 di	 mana	 prinsip	 autopoiesis	 (memperbaharui	 diri)	
dalam	 jaringan	 tertutup	 bekerja	 dengan	 optimal,	 dan	 ranah	
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eksternalnya	 adalah	 bersifat	 behavioral	 dimana	 perilaku	
sistem	 muncul	 akibat	 interaksi	 secara	 berulang	 antara	
organisme	 dan	 medium.	 Ranah	 operasi	 yang	 pertama	
merupakan	 syarat	 eksistensi	 dari	 living	 system,	 sedangkan	
ranah	 kedua	 merupakan	 cara	 organisme	 sebagai	 entitas	
keutuhan	(unity)	untuk	mendapatkan	kesehatan	dirinya.			

Living	system	yang	menjadi	identitas	pembelajaran	UIN	
Mataram	selalu	berjalan	sisrkularitas,	karena	sistem	individu-
individu	 yang	 terlibat	 dalam	 sistem	 pembelajaran	 tersebut	
saling	 mengkonversi	 nilai-nilai	 kebaikan	 dan	 keutuhan.	
Keutuhan	 sistem	 sosial	 bekerja	 didasarkan	 atas	 prinsip	
sirkularitas,	 karena	 sistem	 individu	 berpengaruh	 terhadap	
sistem	 sosial,	 sistem	 sosial	 juga	 mempengaruhi	 sistem	
individu,	 keduanya	 saling	 tergantung	 pada	 yang	 lainnya,	
karena	ketergantungan	dan	saling	mempengaruhi	 ini	 tercipta	
pembelajaran	 yang	 hidup.	 Sistem	 sosial	 dalam	 pembelajaran	
tersebut	saling	mempengaruhi	antara	sistem	kepribadian	dan	
sistem	sosial.	Oleh	karena	itu,	keduanya	saling	mempengaruhi	
satu	 sama	 lain	 dan	 saling	 bergantung.	 	 Antara	 dosen	 dan	
mahasiswa	 serta	 sistem	 sosial	 yang	 hidup	 saling	
mempengaruhi	 dan	 melahirkan	 feedback	 untuk	 saling	
berterima	dan	saling	membangun	perubahan	bersama.	

Akhirnya,	atas	nama	Rektor	UIN	Mataram	dan	seluruh	
sivitas	akademika	UIN	Mataram,	menghaturkan	banyak	terima	
kasih	 atas	 terbitnya	 buku	 Horizon	 Ilmu	 yang	 keempat,	 yang	
ditulis	oleh	para	guru	besar/profesor	UIN	Mataram,	yang	tentu	
ramuan	 akademik	 dan	 racikan	 metodologis	 dalam	 buku	 ini	
sangatlah	sistematis	dan	tentu	fungsional.	Selamat	membaca.		
	

Mataram,	November	2022	
Rektor,	
	
ttd.	

	
Prof.	Dr.	H.	Masnun,	M.Ag.	
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INDONESIA	KHILAFAHKAH?	
	

Prof.	Dr.	H.	Musawar,	M.Ag.	
	
	
	
	
	
Tema	 ini	 diangkat	 karena	 ada	 pertanyaan	 yang	 cukup	

mendsar,	 yaitu	 mengapa	 penduduk	 Muslim	 Indonesia	 yang	
merupakan	 mayoritas	 penduduk	 menolak	 “Khilafah”?	 Tentu	
juga,	para	ulama’	sangat	memahami	tentang	bab	khilafah	dalam	
fiqh	 sebagai	 khazanah	 keislaman	 yang	 sedemikian	 rupa	
sehingga	 dikaji	 oleh	 berbagai	 kalangan,	 dan	 bahkan	 disebut	
Islamic	Studi?	Tidak	kalah	pentingnya	posisi	Fiqh	Islam	sendiri	
disebut	 sebagai	 kehidupan	 terus	 berjalan.	 	 Pertanyaan	
mendasar	 ini	 perlu	 mendapat	 jawaban	 tegas,	 sehingga	
mendapatkan	kepastian	dalam	menjawab	permaslahan	terkait	
khilafah,	 walaupun	 bagi	 Indonesia	 ada	 selogan	 “Indonesia	
Harga	Mati”.	
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Indonesia	 merupakan	 Negara	 sangat	 unik	 di	 belahan	
dunia,	sebab	ia	terdiri	atas	sederetan	pulau	yang	membentang	
dari	 Barat	 ke	 Timur	 dangan	 dipenuhi	 oleh	 berbagai	 suku,	
budaya,	 adat	 dan	 agama	 (Islam,	 Hindu,	 Budha,	 Kristen,	 dan	
Katolik).	Negara	Indonesia	merupakan	Negara	Kepulauan	yang	
berstruktur	 pulau-pulau	 yang	 berjejer	 luas,	 besar,	 dan	 kecil	
dengan	 jumlah	 lebih	 dari	 13.000	 pulau	 dengan	 batas	 garis	
pantai	 yang	 panjangnya	 sekitar	 81.000	 Km	 memberikan	 ciri	
khas	tertentu	bagi	kehidupan	laut	alaminya.1		Keindahan	alam	
dan	 masyarakat	 yang	 moderat,	 ramah,	 toleran	 dan	 religious	
menjadikan	Negara	ini	sebagai	salah	satu	daya	tarik	tersendiri,	
sehigga	banyak	 tamu	yang	datang	ke	 Indonesia	dari	berbagai	
Negara.	 Hal	 ini	 sebagaimana	 yang	 diprogramkan	 oleh	
Kementerian	Pariwisata	 (Kemenpar)	yang	menetapkan	Top	5	
pasar	 utama	 (dari	 14	 pasar	 utama)	 wisatawan	mancanegara	
(wisman)	 berdasarkan	 kriteria	 3S	 (size,	 sustainability,	 dan	
spending).	 Top	 Five	 (5)	 pasar	 utama	 wisman	 2018	 tersebut	
meliputi:	 Tiongkok,	 Eropa,	 Australia,	 Singapura,	 dan	 India.	
Sementara	 dari	 14	 pasar	 utama	 wisman	 2018	 yang	 masuk	
sebagai	 Top	 Ten	 (10)	 adalah;	 Tiongkok,	 Eropa,	 Australia,	
Singapura,	 India,	 Malaysia,	 USA,	 Korsel,	 Jepang,	 dan	 Filipina,	
sedangkan	 urutan	 selanjutnya	 adalah	 Thailand,	 Taiwan,	
Timteng,	 dan	 Hongkong,2	 dengan	 jumlah	 pengunjung	 yang	
menurut	Badan	Pusat	Statistik	(BPS)	bahwa	jumlah	kunjungan	
wisatawan	mancanegara	atau	wisman	ke	Indonesia	pada	April	
2018	 mencapai	 1,30	 juta	 kunjungan.	 Jumlah	 ini	 naik	 11,04	

 
1M.	 Daud	 Silalahi,	 Pengaturan	 Hukum	 Lingkungan	 Laut	 Indonesia	

dan	Implementasinya	Secara	Regional,	Sinar	Harapan,	Jakarta,	1992,	66.	
2https://travel.dream.co.id/destination/turis-dari-5-negara-ini-

paling-banyak-kunjungi-indonesia-180209r.html	 diakses	 pada	 tanggal	 9	
Sepetember	2018	
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persen	dibanding	periode	yang	 sama	 tahun	 lalu	pada	kisaran		
1,17	juta	kunjungan.3	

		Indikasi	 tersebut	 menunjukkan	 Indonesia	 dalam	
penilaian	 dunia	 memiliki	 nilai	 yang	 baik,	 karena	 keamanan	
yang	terjamin	sebab	tidak	ada	peperangan	antar	suku,	agama,	
dan	lainnya	walaupun	mereka	beragam	(plural)	dalam	berbagai	
aspek	 sosial.	 Tetapi	 dengan	 kesadaran	 masyarakat	 atas	
keragaman	 yang	 dimiliki	 Indonesia	 menjadikan	 Negara	
Indonesia	menarik	 dan	 unik	 yang	 terbingkai	 dalam	 tiga	 kata	
“Bhineka	Tunggal	Ika”.4	Di	tengah	kenyamanan	dan	keamanan	
yang	 dirasakan	 masyarakat	 sedemikian	 rupa,	 kini	 muncul	
kekhawitiran	 terhadap	 adanya	 sekelompok	 orang	 yang	
disinyalir	membawa	konsep	khlihafah	dan	dianggap	berbahaya	
bagi	kehidupan	bangsa	Indonesia	yang	memiliki	keragaman	ras,	
budaya,	 pulau,	 adat	 dan	 agama.	 Karena	 itu,	 organisasi	 yang	
memiliki	konsep	khilafah	seperti	Hizbut	Tahrir	Indonesia	(HTI)	
dibubarkan,	 sebagaimana	 yang	 dilaporkan	 oleh	 sebuah	 situs	
dengan	ungkapan	sebagai	berikut:		

	
“Ada	 tiga	 alasan	 pembubaran	 HTI,	 yaitu:	 Pertama,	
sebagai	ormas	berbadan	hukum,	HTI	tidak	melaksanakan	
peran	 positif	 untuk	 mengambil	 bagian	 dalam	 proses	
pembangunan	 guna	 mencapai	 tujuan	 nasional.	 Kedua,	
kegiatan	 yang	 dilaksanakan	 HTI	 terindikasi	 kuat	 telah	
bertentangan	 dengan	 tujuan,	 azas,	 dan	 ciri	 yang	
berdasarkan	 Pancasila	 dan	 UUD	 Negara	 Republik	
Indonesia	 tahun	 1945	 sebagaimana	 diatur	 dalam	

 
3https://www.merdeka.com/uang/april-2018-bps-catat-jumlah-

turis-kunjungi-indonesia-capai-130-juta.html	diakses	 tanggal	8	September	
2018		

4Lihat	 belih	 luas	 penjelasan	 dari	 Parsudi	 Suparlan,	 Bhinneka	
Tunggal	 Ika:	 Keanekaragaman	 Sukubangsa	 atau	 Kebudayaan?,	 Journal,		
Antropologi	Indonesia,	72,	2003.	
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Undang-Undang	Nomor	17	Tahun	2013	 tentang	Ormas.	
(baca:	 Ketum	 PBNU:	 HTI	 Tidak	 Cocok	 di	 Indonesia)	
Ketiga,	 aktifitas	 yang	 dilakukan	 HTI	 dinilai	 telah	
menimbulkan	 benturan	 di	 masyarakat	 yang	 dapat	
mengancam	keamanan	dan	ketertiban	masyarakat,	serta	
membahayakan	 keutuhan	 NKRI.	 "Mencermati	 berbagai	
pertimbangan	 diatas,	 serta	 menyerap	 aspirasi	
masyarakat,	 Pemerintah	 perlu	 mengambil	 langkah–
langkah	hukum	secara	tegas	untuk	membubarkan	HTI,"	
tutur	Wiranto.5		
	
	Pembubaran	 HTI	 tersebut	 merupakan	 kekhawatiran	

pemerintah	 terhadap	 HTI	 yang	 mengembangkan	 konsep	
khilafah,	selebihnya	adanya	pendukung	pemahaman	khilafah.6	
Ada	 apa	 dengan	 khilafah?	 Tidakkah	 penduduk	 Indonesia	
mayoritasnya	adalah	muslim,	artinya	seharusnya	orang-orang	
muslim	 akan	 lebih	 cenderung	 untuk	 mendukung	 konsep	 ini,	
karena	 konsep	 ini	 muncul	 dari	 wawasan	 keislaman?	
Pertanyaan	ini	yang	perlu	dijawab	perspektif	ulama.	
	
Konsep	Khilafah	dalam	Fiqh						

Kata	 khilafah	 adalah	 kata	 dasar	 (mashdar)7	 dalam	
bahasa	 Arab	 yang	 berasal	 dari	 kata	 “ فلخ ”	 yang	 dapat	 berarti	
membelakangai,	 menggantikan,	 mempimpin,8	 yang	 disebut	

 
5ttps://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14382891/ini.al

asan.pemerintah.bubarkan.hizbut.tahrir.indonesia	 diakses	 pada	 tanggal	 	 7	
September	2018.	

6https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180904081241-20-
327370/	

7Wazair	 al-AUqaf	 wa	 al-Syu’un	 al-Isalamiyah,	 al-Mausu’ah	 al-
Fiqhiyah	al-Kuaitiyah,	(al-Kuait,	Dar	al-Salasil,	1427),	jilid	VI.	196.	

8Abu	 al-Qasim	Muhammad	 bin	 Umar	 bin	 Ahmad	 al-Zamahsyariy,	
Asas	al-Balagah,	(ttp.	tp,	tt),	122.	
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juga	 dengan	 istilah	 	 al-Imarah	 (pemerintahan),	 al-Imamah	
(kepemipinan).9	 Karena	 itu,	 kata	 khilafah	 diberikan	 definisi	
secara	 istilah	 dengan	 makna	 pemimpinan	 yang	 ditempatkan	
sebagai	pengganti	kenabian	dalam	rangka	pemeliharaan	agama	
dan	politik	urusan	keduniaan,	sebagaimana	yang	diungkapkan	
oleh	imam	al-Mawardi	dengan	ungkapan	berikut:10		

	

ا
َ

لإ
ْ

ضوْمَ ةمَامَِ
ُ

عو
َ

نلا ةفلاخل ة
ُّ

دلا ةسارح يِ. ةَّوبُ
ّ

دلا ةسايسو ني
ُّ

ن
ْ

 ايَ
	
Wahbah	 al-Zuhailiy	 mengemukan	 pandangan	 senada	

semakna	yang	diungkapkan	oleh	al-Taftazani	yang	menegaskan	
khilafah	 adalah	 kepemimpinan	 secara	 umum	 dalam	
penanganan	 urusan	 agama	 dan	 politik	 masalah	 keduniaan	
setelah	Nabi,	sesuai	dengan	ungkapan	berikut:11		

	

£ص °†نلا نع ةفلاخ ،ايندلاو نيدلا رمأ ي. ةماع ةسائر ةفلاخلا
ّ

 ى

 ملسو ھيلع الله
	

Pandangan	 yang	 semakna	 disampaikan	 oleh	 al-Raziy,	
sebagaimana	dikutip	Rasyid	Ridho,	dengan	sedikit	penekanan	
bahwa	 adanya	 seorang	 yang	 mengurus	 masalah	 agama	 dan	
dunia,	sesuai	dengan	ungkapan	berikut:	12	

 
9https://www.almaany.com/ar/dict/ar-

ar/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9/	 diakses	 pada	 tanggal	
18-9-2018	

10Al-Mawardi,	al-Ahkam	al-Sulthaniyah,	(ttp:	tnp,	tt),	jilid	II,	hl.	1	
11Wahbah	 al-Zuhailiy,	 al-FIqh	 al-Islamiy	 Wa	 Adillatuh,	 (Dimasyq:	

Dar	al-Fikr,		1994),	jilid	VIII,	271.	
12al-Syaekh	Muhammad	Rasyid	Ridho,	al-Khilafah,	(Mesir:	al-Zahra’	

li	a’lam	al-Arabiy,	tt).	
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ع ةسائر يَِ•
َ

دلا يِ. ةَّما
ّ

و ني
َ

دلا
ُّ

ن
ْ

و صخشل ايَ
َ

لأا نم دحِا
َْ

ش
ْ

خ
َ

 .صا
	
Berdasarkan	 definisi	 di	 atas,	 dapat	 ditegaskan	 bentuk	

khilafah,	 yaitu	khilafah	 yang	 bersifat	 umum	 (ri’asah	 ammah),	
artinya	 pengampu	 pemerintahan	 dipegang	 oleh	 umum	 dan	
bersifat	 pribadi,	 artinya	 pengelolaan	 pemerintahan	 dipegang	
oleh	 seorang	 (lisyakhshin	 wahidin).	 Kalau	 khilafah	 bersifat	
pribadi.13	Selanjutnya	hukum	mendirikan	khilafah	dikomentari	
Imam	al-Mawardi	dengan	 ungkapan:	 “Menegakkan	 khilafah	
bagi	mayarakat	 banyak	 di	 tengah-tengah	 umat	
adalah	wajib	menurut	ijma’,	kecuali	 menurut	 Al-Asham,	 yang	
berbeda	pendapat	dalam	kewajiban	ini;	apakah	wajib	menurut	
akal	atau	wajib	menurut	syariat?”14	Sementara	menurut	imam	
an-Nawawi	 bahwa	 penegakkan	 khilafah	 adalah	 hukumnya	
wajib	atas	kesepakatan	ulama’	sebagaimana	yang	diungkapkan	
dengan	pernyataan:	15	

	

أ
َ

ج
ْ

عمَ
ُ

ع اوْ
َ

أ ىَ£
َ

ن
َّ

ھ
ُ

ي 
َ

ع بُجِ
َ

لما ىَ£
ُْ

´مِلِسْ
ْ

ن
َ

ن 
َ

خ بُصْ
َ

فيْلِ
َ

 ةٍ
	
	

 
13Sepuluh	syarat	untuk	seorang	menjadi		khalifah,	yaitu:		1.Laki-laki,	

2.	Berakal,	3.	Balig,	Merdeka,	5.	Berlaku	adil,	6.Memiliki	kemampuan	melihat	
persoalan,	7.		Benasab	Quraisy,	8.	Pemberani,	9.	mampu	melakukan	ijtihad	
dalam	masalah	ushul	dan	furu’,	dan	10.	Penganngkatan	pimpinan	dilakukan	
dengan	 cara	 dianglat	 oleh	 ahli	 al-Hil	wa	 al-Aqd	 atau	 dianggat	 oleh	 orang	
sebelumnya.	Muhammad	bin	Umar	Bahraq	al-Hadhramiy	al-Syafi’iy,	Hada’iq	
al-Anwar	wa	Mathali’	al-Asrar	fi	Sirah	al-Nabiy	al-Mukhtar,	(Baerut:	Dar	al-
Hawi,	1998),	299   	

14Al-Mawardi,	al-Ahkam	al-Sulthaniyah,	3.	
15Abu	 Zakariya	 Yahya	 bin	 Syraf	 bin	 Mury	 al-Nawawi,	 al-Minhaj	

Syarh	 Shahih	Muslim	 bin	 al-Hajjaj,	 (Baerut:	 Dar	 Ihya’	 al-Turats	 al-Arabiy,	
1392).	Jilid	XIII,	305.	
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Hal	 yang	 sama	 juga	 diakui	 oleh	Ibnu	 Hajar	 dengan	
ungkapan:	 “Mereka	 (para	 ulama)	 telah	 berijma’	 (bersepakat)	
bahwa	 wajib	 mengangkat	 seorang	 khalifah	 dan	 bahwa	
kewajiban	 itu	adalah	berdasarkan	syariah,	bukan	berdasarkan	
akal”.16	 Kewajiban	 menegakkan	 khilafah	 atau	 mengangkat	
pemimpin	besar	adalah	kewajiban	secara	kolectiv	sebagaimana	
yang	diakui	oleh	al-Asfarainiy	dengan	ungkapan:17	

	

 ةيافك ضرف مظعلأا ماملإا بصن
	

Tipologi	Masyarakat	Tentang	khilafah	Bagi	Indonesia	
Secara	 morphologis,	 term	 khalifah	 dan	 khilafah	 jelas	

berhubungan	 secara	 erat,	 karena	 kata	khalifah	 adalah	pelaku	
kepemimpinan	 dan	 khilafah	 adalah	 penamaan	 bagi	 istilah	
kelambagaan.	Tulisan	para	tokoh	yang	terlibat	dalam	polemik	
seputar	isu	ini	melukiskan	penguasaan	yang	mendalam	tentang	
anatomi	bahasa	Arab	di	balik	kata	khilafah	dan	khalifah.18	Akan	
tetapi,	 mungkin	 akar	 persoalannnya	 bukan	 khilafah	 atau	
khalifah,	 tapi	 khilafah	 sebagai	 sistem	 pemerintahan	 di	 era	
modern.	 Bila	 diperhatikan,	 dapat	 dipahami	 bahwa	 para	
cendekiawan	yang	terlibat	dalam	polemik	tersebut	bersepakat	
menolak	 khilafah	 sebagai	 sistem	modern	 pengelolaan	 negara	
modern,	 maka	menurut	 Ketua	 PWNU	 NTB	 sikap	masyarakat	

 
16Ahmad	bin	Ali	bin	Hajar	Abual-Fadhal	al-Asqlaniy	al-Syafi’i,	Fath	

al-Bary	Syarh	Shahih	al-Bukhariy,	(Baerut:	Dar	al-Ma’rifat,	1379	H),	jlid	XII,	
207.	

17Syamsuddin	 Abu	 al-Aun	 Muhammad	 bin	 Ahmad	 bin	 Salim	 al-
Safarainiy	al-Hambaliy,	Lawami’	al-Anwar	al-Bahiyyah	wa	Sawathi’	al-Asrar	
al-Atsariyah	li	Syarh	al-Durrah	al-Mudhiyyah	fi	Aqd	al-Firqah	al-Mardhiyah,	
(Dimasyq:	Mi\uassah	al-Khafiqain,	1992),	jilid	II,	416.	

18Muhsin	Labib,	“Memahami	Khalifah	dan	Khilafah”,	diakses	melalui	
laman	website:	https://geotimes.co.id/komentar/memahami-khalifah-dan-
khilafah/,	pada	22	Mei	2019.	
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terhadap	 khilafah	 terhadap	 Indonesia	 terbagi	 menjadi	 tiga	
macam	pandangan:		
1. Garis	 Ekstrem,	 sebuah	 pandangan	 yang	 sangat	 ketal	
terhadap	 dalam	 memahami	 pelaksanaan	 hukum	 Allah,	
sesuatu	 yang	 berlainan	 dengan	 pandangan	 ini	 dianggap	
salah,	termasuk	Negara	Indonesia	(NKRI)	dianggap	sebagai	
negara	musyrik	dan	kafir	dengan	alasan	sebagai	berikut:19	
a. Dasar	negara	Indonesia	adalah	ideologi	syirik	(pancasila)	
dan	 hukum	 jahiliyah	 (UUD	 45)	 yang	 diatur	 dengan	
ideologi	 demokrasi,	 sedang	 demokrasi	 adalah	 ideologi	
syirik	 karena	 menyekutui	 Allah	 dalam	 kedaulatan	
menetapkan	hukum.	Dalam	Islam	kedaulatan	menetapkan	
hukum	mutlak	berada	ditangan	Allah	ini	ditegaskan	dalam	
firman-firman,	seperti	dalam	surah	Al-An’am	(6)	:	57	dan	
surah	Yusuf	(12)	ayat	40,	khususnya	kalimat	“ 1َِّ َّلاِإ مُكْحُلْا نِِإ ”	
(Keputusan	itu	hanyalah	kepunyaan	Allah)			seperti	dalam	
ayat	berikut.	
	

ت امَ
َ

ع
ْ

دبُ
ُ

نو
َ

نمِ 
ْ

د 
ُ

لاإِ ھِنِو
َّ

أ 
َ

س ءًامَسْ
َ

تيَّْم
ُ

هومُ
َ

أ ا
َ

ن
ْ

ت
ُ

و مْ
َ

آ
َ

ب
َ

ؤا
ُ

ك
ُ

 امَ مْ

أ
َ

ن
ْ

ز
للا لََ

َّ
ھ
ُ

 ∞ِÖَنمِ ا
ْ

لسُ 
ْ

ط
َ

لا نِإِ نٍا
ْ

ح
ُ

ك
ْ

لاإِ مُ
َّ

للِ 
َّ

أ ھِ
َ

أ رَمَ
َ

لا
َّ

ت 
َ

ع
ْ

دبُ
ُ

لاإِ او
َّ

 

هاَّيإِ
ُ

ذ 
َ

كلِ
َ

دلا 
ّ
نيِ

ُ
لا 

ْ
ق
َ

و مُيِّ
َ

ل
َ

نكِ
َّ

أ 
َ

ك
ْ

≥
َ

نلا 2َ
َّ

لا سِا
َ

ي 
َ

ع
ْ

ل
َ

نومُ
َ 

	
b. Dalam	demokrasi	kedaulatan	menetapkan	hukum	berada	
ditangan	 rakyat	 (manusia)	 ini	 jelas	 menyekutui	 Allah	
maka	 hukumnya	 syirik	 besar.	 Indonesia	 tidak	 diatur	
dengan	 hukum	 Allah	 maka	 Negara	 dan	 pemerintahnya	

 
19https://www.voa-

islam.com/read/indonesiana/2013/08/15/26277/ustadz-baasyir-
indonesia-berhukum-thaghut-umat-islam-dilarang-patuh/diakses	 pada	
tanggal	20	Agustus	2019.	
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adalah	 kafir.	 Hal	 ini	ditegaskan	 oleh	 Allah	 dalam	
firmanNya	(Al-Maidah	(5):	44)	
	

و
َ

نمَ
ْ

ل 
َ

ي مْ
َ

ح
ْ

ك
ُ

أ امَبِ مْ
َ

ن
ْ

ز
للا لََ

َّ
ھ
ُ

ف 
َ

أ
ُ

لو
َ

كئِ
َ

ه 
ُ

لا مُ
ْ

ك
َ

نورُفِا
َ  

	
“Barangsiapa	 yang	 tidak	 memutuskan	 dengan	 apa	 yang	
Allah	turunkan	(hukum	Allah),	maka	mereka	itulah	orang-
orang	kafir)”		

	
Penegasan	 ayat	 diatas	 menurut	 kelompok	 ini	 adalah	
setiap	penguasa	Negara	yang	 tidak	mengatur	negaranya	
dengan	 hukum	 Allah	 disebut	 thaghut	 maka	 pemerintah	
Indonesia	adalah	thaghut.	

	
c. Adanya	penegasan	dari	Allah	setiap	muslim	hanya	wajib	
patuh	dan	tunduk	kepada:	Allah,	Rasul-Nya	dan	ulil	amri	
orang-orang	beriman,	dimana	yang	dimaksud	dengan	ulil	
amri	 adalah	 pemimpin	 Negara,	 maka	 ulil	 amri	 orang-
orang	 beriman	 maksudnya	 adalah	 pemimpin	
daulah/khilafah	 Islamiyah.	 Ini	 ditegaskan	 dalam	 firman	
Allah	dalam	surat	An-Nisa’	(4):	59:	
	

ي
َ

أ ا
َ

ÑُّÖَلا ا
َّ

نيذِ
َ

آ 
َ

نمَ
ُ

أ او
َ

عيطِ
ُ

للا او
َّ

ھ
َ

و 
َ

أ
َ

عيطِ
ُ

و لَوسَُّرلا او
َ

أ
ُ

لأا يِ∑و
َْ

 رِمْ

نمِ
ْ

ك
ُ

 مْ
	
“Wahai	 orang-orang	 yang	 beriman	 taatilah	 Allah	 dan	
taatilah	 rosul	 itu	 (Muhammad)	 dan	 ulil	 amri	 (pemegang	
kekuasaan)	diantara	kamu),		
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Adanya	larangan	taat	kepada	orang	kafir/Negara	kafir	ini	
ditegaskan	dalam	firman	Allah	surat	al-Furqan	(25)	ayat	
52:	
	

ف
َ

لا
َ

ت 
ُ

عطِ
ِ

لا 
ْ

ك
َ

نيرِفِا
َ

و 
َ

ج
َ

دهِا
ْ

ه
ُ

داهَجِ ھِبِ مْ
ً

ك ا
َ

 ا2ً´بِ
	

“Maka	 janganlah	 engkau	 taati	 orang-orang	 kafir	 dan	
berjuanglah	 terhadap	 mereka	 dengannya	 (al-quran)	
dengan	(semangat)	perjuangan	yang	besar).”	

	
Dalam	 firman	 Allah	 yang	 lain	 dijelaskan	 lagi,	 misalnya			
dalam	surah	Al-Ahzab	(33):	
	

ي
َ

أ ا
َ

ÑُّÖَنلا ا
َّ

تا ُّ°ِ†
َّ

للا قِ
َّ

ھ
َ

و 
َ

لا
َ

ت 
ُ

عطِ
ِ

لا 
ْ

ك
َ

نيرِفِا
َ

و 
َ

لما
ُْ

ن
َ

ن´قِفِا
َ

نإِ 
َّ

للا 
َّ

ھ
َ

ك 
َ

نا
َ

 

ع
َ

ح امًيلِ
َ

 امًيكِ
	
“Wahai	 nabi	 bertakwalah	 kepada	 Allah	 dan	 janganlah	
engkau	 mentaati	 orang-orang	 kafir	 dan	 orang-orang	
munafik,	 sesungguhnya	 Allah	 maha	 mengetahui,	 maha	
bijaksana)”	

	
d. Karena	 pemerintah	 NKRI	 adalah	 negara	 musyrik,	 kafir	
dan	 thoghut	 maka	 setiap	 muslim	 wajib	 mengingkari	
thoghut	 dan	dilarang	patuh	dan	 tunduk	kepada	 thaghut	
serta	wajib	mengingkari	thaghut	sesuai	dengan	apa	yang	
ditegaskan	 Allah	 dalam	 firman	 Nya	 dalam	 surat	 Al-
Baqarah	(2):	256):	
	



Horizon Ilmu | 121  
 

لا
َ

كإِ 
ْ

هارَ
َ

دلا يِ. 
ّ
ق نِيِ

َ
د
ْ

ت 
َ

´بَ
َّ

ن
َ

شُّرلا 
ْ

د
ُ

نمِ 
َ

لا 
ْ

ï
َ

ف يِّ
َ

نمَ
ْ

ي 
َ

ك
ْ

ف
ُ

 رْ

طلابِ
َّ

غا
ُ

و تِو
َ

ي
ُ

ؤ
ْ

نمِ
ْ

للابِ 
َّ

ف ھِ
َ

ق
َ

تسْا دِ
َ

سمْ
َ

ك
َ

لابِ 
ْ

ع
ُ

ورْ
َ

لا ةِ
ْ

ثوُ
ْ

ق
َ

لا ى
َ

 

نا
ْ

صفِ
َ

ل مَا
َ

و اهَ
َ

للا
َّ

ھ
ُ

س 
َ

ع عٌيمِ
َ

 مٌيلِ
	
“Barangsiapa	 ingkar	kepada	 toghut	dan	beriman	kepada	
Allah	maka	sungguh	dia	telah	berpegang	(teguh)	pada	tali	
yang	 sangat	 kuat	 yang	 tidak	 akan	 putus	 Allah	 maha	
mendengar,	Maha	mengetahui).		

	
Hal	ini	juga	didukung	oleh	firmanAllah	dalam	An-Nisa’	(4):	
60	sebagai	berikut:	

	

أ
َ

ل
َ

ت مْ
َ

∑إِ رَ
َ

لا ى
َّ

نيذِ
َ

ي 
َ

ز
ْ

ع
ُ

نومُ
َ

أ 
َ

Ω
َّ

Öُْآ م
َ

نمَ
ُ

أ امَبِ او
ُ

ن
ْ

لإِ لَزِ
َ

كيْ
َ

و 
َ

أ امَ
ُ

ن
ْ

 لَزِ

نمِ
ْ

ق 
َ

كلِبْ
َ

ي 
ُ

ديرِ
ُ

نو
َ

أ 
َ

ن
تَي  ْ

َ
ح
َ

كا
َ

∑إِ اومُ
َ

طلا ى
َّ

غا
ُ

و تِو
َ

ق
َ

د
ْ

أ 
ُ

أ اورُمِ
َ

ن
ْ

 

ي
َ

ك
ْ

ف
ُ

و ھِبِ اورُ
َ

ي
ُ

ديرِ
ُ

شلا 
َّ

طيْ
َ

نا
ُ

أ 
َ

ن
ْ

ي 
ُ

لضِ
َّ

ض مْهُ
َ

لا
َ

لا
ً

ب 
َ

ديعِ
ً 

	
“Tidaklah	 engkau	 (Muhammad)	 memperhatikan	 orang-
orang	yang	mengaku	bahwa	mereka	telah	beriman	kepada	
apa	 yang	 diturunkan	 kepadamu	 dan	 kepada	 apa	 yang	
diturunkan	sebelummu	tetapi	mereka	masih	menginginkan	
ketetapan	 hukum	 kepada	 toghut	 padahal	 mereka	 telah	
diperintahkan	 untuk	 mengingkari	 toghut	 itu,	 dan	 setan	
bermaksud	menyesatkan	mereka	(dengan	kesesatan	yang	
sejauh-jauhnya)		

	
2. Garis	Demokrasi,	yang	memiliki	pandangan	bahwa	ada	tiga	
nila	besar	dalam	demokrasi,	yaitu:	kebebasa,	keadilan,	dan	
musyawarah.	Kelompok	orang	ini	dapat	dimisalkan	dengan	
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tokoh	 Nasional	 seperti	 Abdurrahman	 Wahid20	 dan	
Nurcholish	yang	berbicara	tentang	demokrasi	yang	banyak	
berlandaskan	 teks	 al-Quran,	 seperti:	 kebebasan	 dan	
tanggung	 jawab	 individual,21	 tentang	 kebebasan	
eksprimen,22	 tentang	 sikap	 kebijaksanaan,23	 	 tentang	
keadilan,	dan	tentang	musyawarah.24	Nilai-nilai	fundamental	

 
20H.Nihaya	 M,	 Demokrasi	 Dan	 Problematikanya	 Di	 Indonesia,	

Sulesana,	Volume	6	Nomor	2	Tahun	2011,		Jurusan	Pemikiran	Islam,	Fakultas	
Ushuluddin	&	Filsafat,	UIN	Alauddin	Makassar-Gowa,	Jl.	St.Alauddin	Lorong	
Salemba	No	95	Makassar,	20.	

21	al-Qur’an	surat		6:	94:	
لوَ
َ

ق
َ

د
ْ

ئجِ 
ْ

ت
ُ

نومُ
َ

ف ا
ُ

دارَ
َ

ك ى
َ

خ امَ
َ

ل
َ

ق
ْ

ن
َ

كا
ُ

أ مْ
َ

توَ ةٍَّرمَ لََّو
َ

كرَ
ْ

ت
ُ

خ امَ مْ
َ

لَّو
ْ

ن
َ

كا
ُ

ظ ءَارَوَ مْ
ُ

كرِوهُ
ُ

ن امَوَ مْ
َ

كعَمَ ىرَ
ُ

 مْ

ش
ُ

ف
َ

كءَاعَ
ُ

لا مُ
َّ

نيذِ
َ

ز 
َ

ع
َ

تمْ
ُ

أ مْ
َ

O
َّ

Pُْكيفِ م
ُ

ش مْ
ُ

كرَ
َ

ل ءُا
َ

ق
َ

د
ْ

ت 
َ

ق
َ

ط
َّ

يبَ عَ
ْ

ن
َ

ك
ُ

ضوَ مْ
َ

ع َّل
َ

ن
ْ

ك
ُ

ك امَ مْ
ُ

ن
ْ

ت
ُ

ت مْ
َ

ز
ْ

ع
ُ

نومُ
َ 

Artinya:	 “Dan	 Sesungguhnya	 kamu	 datang	 kepada	 Kami	 sendiri-sendiri	
sebagaimana	 kamu	Kami	 ciptakan	 pada	mulanya,	 dan	 kamu	 tinggalkan	 di	
belakangmu	(di	dunia)	apa	yang	telah	Kami	karuniakan	kepadamu;	dan	Kami	
tiada	melihat	besertamu	pemberi	syafa'at	yang	kamu	anggap	bahwa	mereka	
itu	 sekutu-sekutu	 Tuhan	 di	 antara	 kamu.	 sungguh	 telah	 terputuslah	
(pertalian)	antara	kamu	dan	telah	 lenyap	daripada	kamu	apa	yang	dahulu	
kamu	anggap	(sebagai	sekutu	Allah)”	

22	al-Qur’an	surat	18:	30	
نإِ

َّ
لا 

َّ
نيذِ

َ
آ 
َ

نمَ
ُ

عوَ او
َ

لمِ
ُ

حلِاَّصلا او
َ

نإِ تِا
َّ

لا ا
َ

ن 
ُ

أ عُيضِ
َ

نمَ رَجْ
ْ

أ 
َ

نسَحْ
َ

ع 
َ

 لمَ
Artinya:	 “Sesunggunya	 mereka	 yang	 beriman	 dan	 beramal	 saleh,	 tentulah	
Kami	 tidak	 akan	 menyia-nyiakan	 pahala	 orang-orang	 yang	 mengerjakan	
amalan(nya)	dengan	yang	baik”.	

23	al-Qur’an	surat	16:	125:	
دا
ْ

ع
ُ

fإِ 
َ

كبِّرَ لِيبِسَ ى
َ

لابِ 
ْ

كحِ
ْ

لماوَ ةِمَ
َْ

ظعِوْ
َ

لا ةِ
ْ

ح
َ

نسَ
َ

جوَ ةِ
َ

لدِا
ْ

لابِ مْهُ
َّ

pِq rَِأ ي
َ

نسَحْ
ُ

نإِ 
َّ

كَّبرَ 
َ

ه 
ُ

أ وَ
َ

ع
ْ

ل
َ

نمَبِ مُ
ْ

ض 
َ

 َّل

ع
َ

ن
ْ

هوَ ھِلِيبِسَ 
ُ

أ وَ
َ

ع
ْ

ل
َ

لمابِ مُ
ُْ

تهْ
َ

نيدِ
َ 

Artinya:	 “Serulah	 (manusia)	 kepada	 jalan	 Tuhan-mu	 dengan	 hikmah	 dan	
pelajaran	 yang	 baik	 dan	 bantahlah	 mereka	 dengan	 cara	 yang	 baik.	
Sesungguhnya	Tuhanmu	Dialah	 yang	 lebih	mengetahui	 tentang	 siapa	 yang	
tersesat	dari	jalan-Nya	dan	Dialah	yang	lebih	mengetahui	orang-orang	yang	
mendapat	petunjuk.	

24	al-Qur’an	surat	3:	159:	
ف
َ

نمِ ةٍمَحْرَ امَبِ
َ

للا 
َّ

نلِ ھِ
ْ

ت
َ

ل 
َ

لوَ مْهُ
َ

ك وْ
ُ

ن
ْ

ت
َ

ف 
َ

ظ
x

غ ا
َ

ظيلِ
َ

لا 
ْ

ق
َ

ل
ْ

لا بِ
َ

ن
ْ

ف
َ

ض
ُّ

نمِ او
ْ

ح 
َ

كلِوْ
َ

ف 
َ

عا
ْ

ف
ُ

ع 
َ

~
ْ

Pُْتسْاوَ م
َ

غ
ْ

 رْفِ

ل
َ

شوَ مْهُ
َ

هرْوِا
ُ

لأا يÄِ مْ
َْ

ف رِمْ
َ

ذإِ
َ

ع ا
َ

ز
َ

تمْ
َ

ف 
َ

ت
َ

كوَ
َّ

ع لْ
َ

Ñ
َ

للا ى
َّ

نإِ ھِ
َّ

للا 
َّ

ھ
َ

لما ُّبحِيُ 
ُْ

ت
َ

كوَ
ّ
نÜلِِ

َ 
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ini	menjadi	pesan	mendasar	dalam	kitab	suci	yang	menuntut	
kaum	muslim	mampu	mengoperasionalkannya.	Nurcholish	
sampai	 pada	 kesimpulan	 bahwa	 Islam	 sepanjang	 ajaran	
agamanya	 tidak	menghendaki	 sesuatu	melainkan	kebaikan	
bersama.	 Ukuran	 kebaikan	 ialah	 kemanusiaan	 universal	
meliputi	sesama	makhluk	hidup	lain	dalam	lingkungan	yang	
lebih	luas.25		

	
3. Garis	 Moderat,	 dimana	 kelompok	 ini	 	 menerima	 khilafah	
secara	 umum,	 dalam	 arti	 semua	 orang	 dapat	 berperan	
menjadi		khalifah	yang	bermakna	pemimpin,26	minimal	bagi	
diri	 sendiri,	 dan	 monalah	 khlaifah	 yang	 bermakna	 system	
bagi	 sebuah	 negara,27karena	 kata	 khalifah	 dapat	 berubah-
ubah	 dari	 sebutan	 yang	 lain,	 seperti	 amirah,	 zaimah,	 atau	
imamah.28	 Oleh	 karana	 makna	 khilafah	 adalah	 peristiwa	
suksesi	sebuah	kepemimpinan	dalam	bentuk	apa	saja,	maka	
siapapun	 yang	 menjadi	 pemimpin	 atau	 penguasa	
menggantikan	 pemimpin	 sebelumnya	 adalah	 khalifah	
seperti	sebutan	Khulafa’	al-Rasyidin	diberikan	kepada	orang-
orang	 yang	 dianggap	 sebagai	 para	 pemimpin	 baik	 yang	

 
Artinya:	 “Maka	 disebabkan	 rahmat	 dari	 Allah-lah	 kamu	 Berlaku	 lemah	
lembut	terhadap	mereka.	Sekiranya	kamu	bersikap	keras	lagi	berhati	kasar,	
tentulah	mereka	menjauhkan	diri	dari	sekelilingmu.	karena	itu	ma'afkanlah	
mereka,	mohonkanlah	ampun	bagi	mereka,	dan	bermusyawaratlah	dengan	
mereka	dalam	urusan	itu[246].	kemudian	apabila	kamu	telah	membulatkan	
tekad,	Maka	 bertawakkallah	 kepada	Allah.	 Sesungguhnya	Allah	menyukai	
orang-orang	yang	bertawakkal	kepada-Nya”.	

25H.Nihaya	M,	Demokrasi	Dan	Problematikanya,	21.		
26Muhammad	bin	Islam’il	Abu	Abdillah	al-Bukhary	al-Ju’fiy,	al-Adab	

al-Mufrad	al-Bukhariy,	(Baerut:	Dar	al-Bisyarah,	1989),	jilid	I,	81.	
27Oleh	Nadirsyah	Hosen,	Tidak	Ada	Istilah	Khilafah	dalam	Al-Qur’an,	

dalam	 		 	 	 https://www.nu.or	 .id/post/	 read	 /	 104263	 /tidak-ada-istilah-
khilafah-dalam-al-quran,	diakses	pada	tanggal	20	Septermber	2019	

28Ibid.	
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kemudian	berubah	nama	sesuai	dengan	zaman.29		Termasuk	
juga,	 dengan	 pemimpin	 yang	 terpilih	 secara	 demokratis	
(Syura)	dalam	sebuah	sistem	negara	yang	dibangun	di	atas	
kesepakatan	 adalah	 khalifah	 yang	 rasyid,	 kepemimpinan	
dapat	disebut	khalifah,		termasuk	seorang	presiden,	misalnya	
Negara	 Indonesia	 dalam	 bentuk	 republic	 yang	 merupakan	
pemimpin	 umum,	 senada	 dengan	 makna	 khilafah	 yang	
dimaknai	oleh	Rasyid	Ridha	sebagai	berikut.	30	
	

ع ةسائر يَِ•
َ

دلا يِ. ةَّما
ّ

و ني
َ

دلا
ُّ

ن
ْ

و صخشل ايَ
َ

لأا نم دحِا
َْ

ش
ْ

خ
َ

 صا
	
Karena	 itu,	 masalah	 pergantian	 kepemimpinan	 adalah	 hal	
biasa	 yang	 dapat	 dipegang	 oleh	 siapa	 saja	 yang	 memiliki	
kualifikasi.31	 Oleh	 karena	 itu,	 persoalan	 khilafah	 sebagai	
system	 yang	 akan	 menggantikan	 dasar	 RI	 adalah	 tidak	
relevan,	 karena	 NKRI	 harga	 mati	 sebagaimana	 yang	
ditekankan	oleh	KH.	Ma’ruf	Amin,		bahwa	NKRI	merupakan	
harga	mati	 sebagai	 sebuah	 “kesepakatan”	 para	 ulama’	 dan	
Nasionalis	para	pendiri	negara,	 karena	 itu	 secara	otomatis	
system	khilafah	 adalah	 tertolak	oleh	karena	 itu	KH	Makruf	

 
29Penamaan	khalifah	dimulai	dari	penamaan	bagi	Abu	Bakar	yang	

menjadi	pengganti	Rasullullah	dalam	mengemban	tugas	menjalan	misi		nabi	
agar	tegaknya	moral	yang	mulia,	gelar	khalifah	ini	berlanjut	kepada	orang-
orang	dengan	nama-nama	yang	berbeda-beda,	musalnua	Umar	disebut	Amir	
al-Mu’min	 (pemimpin	 orang	 mukmin)	 dan	 seterusnya,	 sehingga	 menjadi	
beberapa	 sebutan	 sesuai	 dengan	 pejrjanjian	 mereka,	 seperti	 ada	 yang	
bergelar	al-Malik,	 al-Imam,	al-Sulthan	dan	sebagainya.	Lihat	dalam	Taufiq	
bin	Abd	 al-‘Aziz	 al-Sadiriy,	 al-Islam	wa	 al-Dustury,	 (Manidah:	Wakalat	 al-
Mathbu’ah	wa	al-Bath	al-‘Ilmiy,	1425H),	hlm175	

30al-Syaekh	Muhammad	Rasyid	Ridho,	al-Khilafah,	(Mesir:	al-Zahra’	
li	a’lam	al-Arabiy,	tt).	

31Wawancara	dengan	TGH.	Masnun	Tahir,	20	Juni	2019.	
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Amin.32	 Selanjutnya,	 dalam	 paparan	 beliau	 tertolakknya	
system	khilafah	di	NKRI	bukan	karena	ditolak,	tetapi	tertolak	
karenatidak	sesuai	dengan	kesepakat	bersama	yang	disebut	
dengan	 istilah	 dar	 al-Misthaq	 (Negara	 kesepakatan)	 yang	
berdasarkan	pada	firman	Allah	dalam	surat	al-Nisa	(4)	ayat	
92:	
	

و
َ

ك امَ
َ

نا
َ

لمِ 
ُ

ؤ
ْ

أ نٍمِ
َ

ن
ْ

ي 
َ

ق
ْ

ت
ُ

ؤمُ لَ
ْ

نمِ
ً

لاإِ ا
َّ

خ 
َ

ط
َ

أ
ً

و 
َ

نمَ
ْ

ق 
َ

ت
َ

ؤمُ لَ
ْ

نمِ
ً

خ ا
َ

ط
َ

أ
ً

 

ف
َ

ت
َ

ح
ْ

قرَ رُيرِ
َ

ؤمُ ةٍبَ
ْ

نمِ
َ

و ةٍ
َ

يدِ
َ

ة
ٌ

سمُ 
َ

ل
َّ

ةمَ
ٌ

∑إِ 
َ

أ ى
َ

ه
ْ

لاإِ ھِلِ
َّ

أ 
َ

ن
ْ

ي 
َ

دَّص
َّ

ق
ُ

ف او
َ

نإِ
ْ

 

ك
َ

نا
َ

نمِ 
ْ

ق 
َ

ع مٍوْ
َ

د
ُ

و
ّ
ل ٍ

َ
ك
ُ

و مْ
َ

ه
ُ

و
َ

ؤمُ 
ْ

نمِ
ٌ

ف 
َ

ت
َ

ح
ْ

قرَ رُيرِ
َ

ؤمُ ةٍبَ
ْ

نمِ
َ

و ةٍ
َ

نإِ
ْ

ك 
َ

نا
َ

 

نمِ
ْ

ق 
َ

ب مٍوْ
َ

ي
ْ

ن
َ

ك
ُ

و مْ
َ

ب
َ

¿يْ
َ

Öُْثيمِ م
َ

قا
ٌ

ف 
َ

يدِ
َ

ة
ٌ

سمُ 
َ

ل
َّ

ةمَ
ٌ

∑إِ 
َ

أ ى
َ

ه
ْ

و ھِلِ
َ

ت
َ

ح
ْ

قرَ رُيرِ
َ

 ةٍبَ

ؤمُ
ْ

نمِ
َ

ف ةٍ
َ

نمَ
ْ

ل 
َ

ي مْ
َ

دجِ
ْ

ف 
َ

ش مُايَصِ
َ

يرَهْ
ْ

تمُ نِ
َ

ت
َ

عبِا
َ

´
ْ

ت نِ
َ

بوْ
َ

ة
ً

نمِ 
َ

للا 
َّ

و ھِ
َ

ك
َ

نا
َ

 

للا
َّ

ھ
ُ

ع 
َ

ح امًيلِ
َ

 امًيكِ
	
“Dan	 tidak	 layak	 bagi	 seorang	mukmin	membunuh	 seorang	
mukmin	(yang	lain),	kecuali	karena	tersalah	(tidak	sengaja),	
dan	 barangsiapa	 membunuh	 seorang	 mukmin	 karena	
tersalah	 (hendaklah)	 ia	 memerdekakan	 seorang	 hamba	
sahaya	yang	beriman	serta	membayar	diat	yang	diserahkan	
kepada	 keluarganya	 (si	 terbunuh	 itu),	 kecuali	 jika	 mereka	
(keluarga	 terbunuh)	 bersedekah.	 Jika	 ia	 (si	 terbunuh)	 dari	
kaum	 (kafir)	 yang	 ada	 perjanjian	 (damai)	 antara	 mereka	
dengan	kamu,	maka	(hendaklah	si	pembunuh)	membayar	diat	

 
32Sambutan	KH	Ma’ruf	Amin	dalam	acara	Sillaturrahmi	ke	Pondok	

Pesan	 https://www.	 suarantb.com	 	 /lombok.barat	 2019/10/	 278285/	
Kunjungi.	 Ponpes.Islahuddiny,	 Wapres.Terpilih.Ajak	 .Ulama.dan	 .Santri.	
Jaga.Persatuan	diakses	pada	tanggal		15	Oktober	2019.	
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yang	 diserahkan	 kepada	 keluarganya	 (si	 terbunuh)	 serta	
memerdekakan	 hamba	 sahaya	 yang	 beriman.	 Barangsiapa	
yang	tidak	memperolehnya,	maka	hendaklah	ia	(si	pembunuh)	
berpuasa	dua	bulan	berturut-turut	untuk	penerimaan	taubat	
dari	 pada	 Allah.	 Dan	 adalah	 Allah	 Maha	 Mengetahui	 lagi	
Maha	Bijaksana”.	

	
Ayat	diatas	ditegaskan	oleh	KH	Ma’ruf	Amin	 	 bahwa	kalau	
antara	 kamu	 dan	 mereka	 non-muslim	 itu	 ada	 mitsaq,	
kesepakatan,	 kalau	 ada	 yang	 meninggal	 di	 antara	 non-
muslim	 itu	 karena	 perbuatan	 kalian,	 maka	 kamu	 harus	
membayar	 diyat	 (kepada	 keluarganya),"	 Artinya	
sebagaimana	lazimnya	kesepakatan	tentu	haruslah	dipatuhi,	
begitu	juga	dengan	kesepatan	para	pendiri	bangsa	walaupun	
ada	 diantara	 mereka	 ada	 yang	 non-muslim	 harus	 pula	
dipatuhi	 kesepakatan	 tesebut,	 bukan	dengan	membuat	 hal	
yang	 merusak	 kesepakatan	 teresbut.	 Tetapi	 tidak	 cukup	
dengan	 itu	 mengingat	 tingkat	 kemajemukan	 bangsa	
Indonesia	 yang	 tinggi,	 maka	 negara	 dan	 bangsa	 harus	
dijaga.33		
	
Terkait	dengan	hal	ini,	idea	khilafah	yang	dicoba	untuk	

diusung	pada	saat-saat	 ini	 sebagai	pengganti	Pancasila	dalam	
pandangan	Ulama’	Indonseia	sebagai	berikut:	
a. Menurut	 Ulama’	 NU	 bahwa	 Indonesia	 pada	 saat	 mencari	

format	yang	edial	untuk	menjembatani	seluruh	elemen	anak	
bangsa	baik	yang	Muslim	atau	non-muslim	dan	para	tokoh	
menilai	 pemilihan	 president	 pada	 pasca	 kemerdekaan	
Indonesia	 dengan	 istilah	 “Waliyy	 al	 Amr	 al-Dlaruri	 bi	 al	

 
33KH	Ma’ruf	Amin,	KH	Ma'ruf	Amin:	Indonesia	Negara	Kesepakatan,	

dalam	 		 	 https://www.	 nu.or.	 id/post	 /read/93767/kh-maruf-amin-
indonesia-negara-kesepakatan,	diakses	pada	tanggal	15	Oktober	2019.	
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Syaukah”34	 (Pemegang		 otoritas	 yang	 bersifat	 sementara	
sebab	kekuasaan	yang	dimiliknya).	Nampaknya	jalan	keluar	
yang	para	pendiri	negara	dengan	 istilah	di	atas	diambil	di	
atas	 berdasarkan	 qaidah	 fiqhiyah:	 “Dar’	 al-Mafasid	
Muqaddam	 ‘ala	 Jalb	 al-Mashalih”,	 (menolak	 segala	
kerusakan	harus	 didahulukan	dari	mengambil	manfaat),35	
dan	selanjutnya	NU	menegaskan	sikapnya	terhadap	khilafah	
dengan	cara	memutuskan	beberapa	poin	penting		yaitu:36		
1) Al-Islam	din	Syamil	Kamil,	 tidak	mungkin	melewatkan	

masalah	 negara	 dan	 pemerintahan	 dari	 agenda	
pembahasannya,		

2) Persoalan	 khilafah	 sebagai	 system	 yang	 akan	
menggantikan	 dasar	 RI	 adalah	 tidak	 relevan,	 karena	
NKRI	 harga	mati	 sebagaimana	 yang	 ditekankan	 	 oleh	
KH.	Ma’ruf	Amin,	 	bahwa	NKRI	merupakan	harga	mati	
sebagai	 sebuah	 “kesepakatan”	 para	 ulama’	 dan	
Nasionalis	 para	 pendiri	 negara,	 karena	 itu	 secara	
otomatis	system	khilafah	adalah	tertolak	oleh	karena	itu	
KH	Ma’ruf	 Amin.37	 Selanjutnya,	 dalam	 paparan	 beliau	

 
34Lihat	 penjelasan	 lebih	 lanjut	 pada	 “Polemik	 Penetapan	 Status	

Presiden	 Republik	 Indonesia	 Sebagai	 Waliyyul	 Amri	 Ad-Dharuri	 Bi	 As-
Syaukah	 Pada	 Tahun	 1952	 –	 1954”	 pada	 http://khanza-
aulia21.blogspot.com/2011/06/polemik-penetapan-status-presiden.html	
dikutip	tgl	12	Juli	2019		lihat	juga	pada	Ahmad	Muzammil	dalam	“Waliyy	al	
Amr	al	Dlaruri	bi	al	Syaukah	di	https://www.caknun.com/2016/waliyy-al-
amr-al-dlaruri-bi-al-syaukah/	dikutip	pada	tgl	12	Juli	2019”	

35‘Alauddin	Abi	al-Hasan	‘Ali	bin	Sulaiman	al-Mardawiy	al-Hambali,	
al-al-Tahbir	 Syarh	 al-Tahyir	 fi	 Ushul	 al-Fiqh,	 (Riyadh:	Maktabah	 al-Rasyd,	
2000),	 jilid	 V,	 hlm,	 2239	 dan	 lihat	 pada	 Abdurrahman	 bin	 Abi	 Bakar	 al-
Suyuthiy,	al-Asybah	wa	al-Nazhair,	 (Baerut:	Dar	al-Kutub	al-‘Imiyah,	1403	
H),	87.	

36Ulil	 Hadrawi,	 “Khilafah	 dalam	 Pandangan	 NU”	 dalam	 laman	
website:	 https://	 www.nu.or.id	 /post/read	 /55557/	 khilafah-dalam-
pandangan-nu.	Diakses	pada	Kamis	26	Juni	2019.	

37Sambutan	KH	Ma’ruf	Amin	dalam	acara	Sillaturrahmi	ke	Pondok	
Pesan	 https://www.	 suarantb.com	 	 /lombok.barat	 2019/10/	 278285/	
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tertolakknya	 system	 khilafah	 di	 NKRI	 bukan	 karena	
ditolak,	 tetapi	 tertolak	 karena	 tidak	 sesuai	 dengan	
kesepakat	bersama	yang	disebut	dengan	istilah	dar	al-
Misthaq	(Negara	kesepakatan)	yang	berdasarkan	pada	
firman	Allah	dalam	surat	al-Nisa	(4)	ayat	92:	
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“Dan	 tidak	 layak	 bagi	 seorang	 mukmin	 membunuh	
seorang	 mukmin	 (yang	 lain),	 kecuali	 karena	 tersalah	
(tidak	 sengaja),	 dan	 barangsiapa	 membunuh	 seorang	
mukmin	karena	 tersalah	 (hendaklah)	 ia	memerdekakan	
seorang	 hamba	 sahaya	 yang	 beriman	 serta	 membayar	
diat	 yang	 diserahkan	 kepada	 keluarganya	 (si	 terbunuh	
itu),	kecuali	jika	mereka	(keluarga	terbunuh)	bersedekah.	
Jika	 ia	 (si	 terbunuh)	 dari	 kaum	 (kafir)	 yang	 ada	
perjanjian	 (damai)	 antara	mereka	 dengan	 kamu,	maka	
(hendaklah	 si	 pembunuh)	 membayar	 diat	 yang	
diserahkan	 kepada	 keluarganya	 (si	 terbunuh)	 serta	
memerdekakan	 hamba	 sahaya	 yang	 beriman.	

 
Kunjungi.	 Ponpes.Islahuddiny,	 Wapres.Terpilih.Ajak.Ulama.dan	 .Santri.	
Jaga.Persatuan	diakses	pada	tanggal		15	Oktober	2019.	
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Barangsiapa	 yang	 tidak	 memperolehnya,	 maka	
hendaklah	 ia	 (si	 pembunuh)	 berpuasa	 dua	 bulan	
berturut-turut	untuk	penerimaan	taubat	dari	pada	Allah.	
Dan	 adalah	 Allah	 Maha	 Mengetahui	 lagi	 Maha	
Bijaksana”.	
	

Ayat	 di	 atas	 ditegaskan	 oleh	 KH	Ma’ruf	 Amin	 	 bahwa	
kalau	 antara	 kamu	 dan	 mereka	 non-muslim	 itu	 ada	
mitsaq,	kesepakatan,	kalau	ada	yang	meninggal	di	antara	
non-muslim	 itu	 karena	 perbuatan	 kalian,	 maka	 kamu	
harus	membayar	diyat	 (kepada	keluarganya),"	Artinya	
sebagaimana	 lazimnya	 kesepakatan	 tentu	 haruslah	
dipatuhi,	 begitu	 juga	 dengan	 kesepatan	 para	 pendiri	
bangsa	walaupun	 ada	 diantara	mereka	 ada	 yang	 non-
muslim	harus	pula	dipatuhi	kesepakatan	tesebut,	bukan	
dengan	 membuat	 hal	 yang	 merusak	 kesepakatan	
teresbut.	 Tetapi	 tidak	 cukup	 dengan	 itu	 mengingat	
tingkat	 kemajemukan	 bangsa	 Indonesia	 yang	 tinggi,	
maka	negara	dan	bangsa	harus	dijaga.38		

b. Nashb	 al-Imam,	 wajib	 hukumnya,	 karena	 kehidupan	
manusia	 akan	 kacau	 (fawdla/chaos)	 tanpa	 adanya	
pemimpin,	 sesuai	 dengan	ungkapan	dalam	 Ihya`	 ‘Ulum	al-
Din:		
	

ا
َ

دل
ّ
يِ

ْ
ن
ُ

و 
َ

لما 
ُْ

ل
ْ

ك
َ

ت 
َ

أوْ
َ

ف ،نِامَ
َ

دلا
ّ
يِ

ْ
ن
ُ

أ 
َ

و لٌصْ
َ

لُّسلا
ْ

ط
َ

نا
ُ

ح 
َ

ف ،سٌرِا
َ

لا امَ
َ

 

أ
َ

ل لَصْ
َ

ھ
ُ

ف 
َ

دهْمَ
ُ

و
ْ

و مٌ
َ

لا امَ
َ

ح 
َ

ل سَرِا
َ

ھ
ُ

ف 
َ

ض
َ

عئِا
ُ 

	

 
38KH	Ma’ruf	Amin,	KH	Ma'ruf	Amin:	Indonesia	Negara	Kesepakatan,	

dalam	 		 	 https://www.	 nu.or.	 id/post	 /read/93767/kh-maruf-amin-
indonesia-negara-kesepakatan,	diakses	pada	tanggal	15	Oktober	2019.	
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“Agama	dan	kekuasaan	negara	adalah	dua	saudara	kembar.	
Agama	 merupakan	 fondasi,	 sedangkan	 kekuasaan	 negara	
adalah	 pengawalnya.	 Sesuatu	 yang	 tidak	memiliki	 fondasi,	
akan	 runtuh,	 sedangkan	 sesuatu	 yang	 tidak	 memiliki	
pengawal,	akan	tersia-siakan”	

	
Ungkapan	semacam	ini	didukung		oleh	Syaikh	al-Islam	Taqi	
al-Din	Ibn	Taimiyyah	dalam	as-Siyasah	al-Syar’iyyah	fi	Ishlah	
al-Ra’i		wa	al-Ra’iyyah:	
	

نإِ 
َّ

لاوِ 
َ

ي
َ

ة
َ

أ 
َ

نلا رِمْ
َّ

نمِ سِا
ْ

أ 
َ

ع
ْ

ظ
َ

و مِ
َ

دلا تِابَجِا
ّ
يِ

ْ
ذإِ ،نِ

ْ
لا 

َ
 مَايَقِ 

دللِ
ّ
يِ

ْ
لاإِ نِ

َّ
 ∞ِÖَا 

	
"Sesungguhnya	tugas	mengatur	dan	mengelola	urusan	orang	
banyak	 (dalam	 sebuah	 pemerintahan	 dan	 negara)	 adalah	
termasuk	 kewajiban	 agama	 yang	 paling	 agung.	 Hal	 itu	
disebabkan	 oleh	 tidak	 mungkinnya	 agama	 dapat	 tegak	
dengan	kokoh	tanpa	adanya	dukungan	negara.	

		
c. Islam	tidak	menentukan,	apalagi	mewajibkan	suatu	bentuk	

negara	 dan	 sistem	 pemerintahan	 tertentu	 bagi	 para	
pemeluknya,		

d. Khilafah	 sebagai	 salah	 satu	 sistem	 pemerintahan	 adalah	
fakta	sejarah	yang	pernah	dipraktikkan	oleh	al-Khulafa`	al-
Rasyidun.	Al-Khilafah	al-Rasyidah	adalah	model	yang	sangat	
sesuai	 dengan	 eranya;	 yakni	 ketika	 kehidupan	 manusia	
belum	 berada	 di	 bawah	 naungan	 negara-negara	 bangsa	
(nation	 states).	Masa	 itu	umat	 Islam	sangat	dimungkinkan	
untuk	 hidup	 dalam	 satu	 sistem	 khilafah.	Pada	 saat	 umat	
manusia	bernaung	di	bawah	negara-negara	bangsa	(nation	
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states),	 maka	 sistem	 khilafah	 bagi	 umat	 Islam	 sedunia	
kehilangan	relevansinya,		

e. Negara	 Kesatuan	 Republik	 Indonesia	 (NKRI)	 adalah	 hasil	
perjanjian	luhur	kebangsaan	di	antara	anak	bangsa	pendiri	
negara	ini,		

f. Umat	 Islam	tidak	boleh	terjebak	dalam	simbol-simbol	dan	
formalitas	 nama	 yang	 tampaknya	 islami,	 tetapi	 wajib	
berkomitmen	pada	substansi	segala	sesuatu	sesuai	dengan	
adagium	yang	populer	di	kalangan	para	ulama	dikatakan:	
	

ا
َ

ل
ْ

1عِ
ْ

ة2َ
ُ

لابِ 
ْ

ج
َ

هوْ
َ

لا رِ
َ

لمابِ 
َْ

ظ
ْ

 رِهَ
	
“Yang	 menjadi	 pegangan	 pokok	 adalah	 substansi,	 bukan	
simbol	atau	penampakan	lahiriah.”	
	

ا
َ

ل
ْ

1عِ
ْ

ة2َ
ُ

لمابِ 
ُْ

س
َ

لا ìَّم
َ

لااِب 
ْ

 مِسْ
	

“Yang	menjadi	pegangan	pokok	adalah	sesuatu	yang	diberi	
nama,	bukan	nama	itu	sendiri.”	
	
Dengan	 demikian,	 kelompok	 yang	 memiliki	 pandangan	
tentang	khilafah	di	atas,	menyatakan	bahwa	khilafah	adalah	
peristiwa	 suksesi	 sebuah	 kepemimpinan.	 Karenanya,	
siapapun	 yang	 menjadi	 pemimpin	 atau	 penguasa	
menggantikan	 pemimpin	 sebelumnya	 adalah	 khalifah.	
Sesuai	dengan	denotasi	kata	khalifah,	pemimpin	yang	baik	
maupun	 tiran,	 yang	 mendapatkan	 kekuasaan	 secara	
demokratis	 atau	 secara	 paksa	 bisa	 dilabeli	 khalifah.	
Kelompok	 ini	 meyakini	 pemimpin	 yang	 terpilih	 secara	
demokratis	 (Syura)	 dalam	 sebuah	 sistem	 negara	 yang	
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dibangun	di	atas	kesepakatan	adalah	khalifah	 yang	rasyid.	
Karena	khilafah	adalah	kepemimpinan	yang	dipilih	dengan	
syura,	maka	Presiden	terpilih	RI	adalah	khalifah	tanpa	perlu	
mendirikan	negara	berbasis	khilafah.	

	
A. Khilafah	Menurut	Muhammadiyah	

Seraya	 mengutip	 Dhiya'	 ad-Din	 Ar-Rais,	 Ajat	
Sudrajat,39	 dalam	 tulisannya	 menyatakan	 bahwa	 ada	 dua	
istilah	yang	selama	ini	mengemuka	berkaitan	dengan	core-
nya	politik	 Islam,	yaitu	khilafah	dan	 imamah.40	 	Meskipun	
diambil	 dari	 sumber	 yang	 sama,	 yaitu	 Al-Qur’an,	 tetapi	
dalam	 praksis	 politik	 yang	 berkembang	 di	 dunia	 Islam,	
istilah	ini	digunakan	oleh	dua	kelompok	yang	secara	politik	
dipandang	 berseberangan,	 yaitu	 Sunni	 dan	 Syiah.	 Jika	
ditelusuri	 lebih	 mendalam,	 maka	 kata	 khilafah	 dalam	
gramatika	 bahasa	 Arab	 merupakan	 bentuk	 kata	 benda	
verbal	yang	mensyaratkan	adanya	subyek	atau	pelaku	yang	
aktif	yang	disebut	khalifah.	Kata	khilafah	dengan	demikian	
menunjuk	pada	serangkaian	tindakan	yang	dilakukan	oleh	
seseorang,	 yaitu	 seseorang	 yang	 disebut	 khalifah.	 Oleh	
karena	 itu,	 menurut	 Ajat	 Sudrajat,	 tidak	 akan	 ada	 suatu	
khilafah	 tanpa	 adanya	 seorang	 khalifah.41	 Menurut	 Ganai,	
secara	 literal	 khilafah	 berarti	 penggantian	 terhadap	
pendahulu,	 baik	 bersifat	 individual	 maupun	 kelompok.	
Sedangkan	 secara	 teknis,	 khilafah	 adalah	 lembaga	

 
39Ajat	 Sudrajat,	 “Khilafah	 Islamiyah	 dalam	 Perspektif	 Sejarah”,	

dalam	Jurnal	Informasi,	No.	2,	XXXV	tahun	2009,	2.	
40Dhiya'a	ad-Din	ar-Rais,	Islam	dan	Khilafah.	Terj.	Afif	Muhammad.,	

(Bandung:	Pustaka,	1985),	124.	
41	 Ajat	 Sudrajat,	 “Khilafah	 Islamiyah,	 3.	 Baca	 juga,	 Ade	 Shitu-

Agbetola.	 "Theory	 of	 al-Khilafah	 in	 The	 Religio-Political	 View	 of	 Sayyid	
Qutb",	dalam	Hamdard	Islamicus:	Quartely	Journal	of	Studies	and	Research	in	
Islam,	Vol.	XIV,	No.	2,	Summer,	1991,	25.	
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pemerintahan	 Islam	yang	berdasarkan	pada	Al-Quran	dan	
Sunnah.	 Khilafah	 merupakan	 medium	 untuk	 menegakkan	
din	(agama)	dan	memajukan	syariah.	Dari	pandangan	yang	
demikian,	muncullah	suatu	konsep	yang	menyatakan	bahwa	
Islam	meliputi	al-din	wa	ad-daulah	 (agama	dan	negara),42 	
dimana	 keduanya	 tidak	 bisa	 dipisahkan,	 karena	 peran	
negara	untuk	menjaga	berjalanya	agama	itu.		

Telah	dipahami	bahwa	kata	khalifah	sendiri	berasal	
dari	akar	kata	khalafa	 (kh-l-f),	yang	berarti	menggantikan,	
mengikuti,	atau	yang	datang	kemudian	memliki	dua	bentuk	
jamak,	yaitu	khulafa	dan	khalaif.43	Menurut	Quraish	Shihab,	
masing-masing	makna	dari	kata	itu	mengiringi	atau	sesuai	
dengan	 konteksnya.	 Misalnya	 ketika	 Allah	 menguraikan	
pengangkatan	Nabi	Adam	sebagai	khalifah,	digunakan	kata	
tunggal	 (Q.S.	 Al-Baqarah	 (2):	 30),	 sedangkan	 ketika	
berbicara	 tentang	 pengangkatan	 Nabi	 Daud	 digunakan	
bentuk	 jamak	 (Q.S.	 Shad	 (38):	 26).44	 Penggunaan	 bentuk	
tunggal	 pada	 kasus	 Nabi	 Adam	 menurut	 Quraisy	 Shihab	
cukup	 beralasan,	 karena	 ketika	 itu	 memang	 belum	 ada	
masyarakat	manusia,	apalagi	baru	pada	tataran	ide.	Redaksi	
yang	digunakannya	adalah	"Aku	akan	mengangkat	di	bumi	
khalifah...".	 Sedangkan	 pada	 kasus	 Nabi	 Daud,	 digunakan	
bentuk	jamak	serta	past	tense,	yaitu	"Kami	telah	mengangkat	
engkau	 khalifah...".	 Hal	 ini	 mengisyaratkan	 adanya	
keterlibatan	pihak	lain	selain	Allah	dalam	pengangkatan	itu.	
Di	 sisi	 lain,	 dapat	 disimpulkan	 pula	 bahwa	 pengangkatan	
seseorang	sebagai	khalifah	dapat	dilakukan	oleh	seseorang	

 
42Ade	Shitu-Agbetola.	"Theory	of	al-Khilafah,	59.	
43Abu	 Bakar	 Muhammad	 bin	 al-Husain	 bin	 Duraid,	 al-Isytiqaq,	

(Mesir:	Maktabah	al-Khanijiy,	tt),	127.	
44M.	Quraish	Shihab,	Wawasan	Al-Quran,	 (Bandung:	Mizan,	1996),	

422-423.	
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selama	 itu	 masih	 dalam	 bentuk	 ide.	 Tetapi	 kalau	 akan	
diwujudkan	 dalam	 kehidupan	 sosial	 yang	 nyata,	 maka	
hendaknya	 dilakukan	 oleh	 orang	 banyak	 atau	 dengan	
melibatkan	masyarakat.45	Dari	kedua	ayat	tersebut	di	atas	
dapat	 pula	 disimpulkan	 akan	 adanya	 unsur-unsur	 yang	
menyertai	 kekhalifahan	 seseorang.	 Unsur-unsur	 tersebut	
adalah:	
1. Khalifah,	 yaitu	 orang	 yang	 diberi	 kekuasaan	 atau	

mandat,		
2. Wilayah	kekuasaan,	dan		
3. Hubungan	 antara	 khalifah	 dengan	 wilayah,	 dan	

hubungan	khalifah	 dengan	pemberi	 kekuasaan,	 yakni	
Allah.		
Kekhalifahan	 seseorang	 dengan	 demikian	 dapat	

dinilai	 dari	 sejauhmana	 seorang	 khalifah	 memperhatikan	
hubungan-hubungan	 tersebut.	 Ketika	 seorang	 khalifah	
mempraktikkan	 semua	 tindakan-tindakannya	 itu,	 maka	
yang	 demikian	 itu	 dinamakan	 khalifah.	 Dalam	 konteks	
politik	 yang	 lebih	 populer,	 kata	 khilafah	 dapat	 diartikan	
dengan	 pemerintahan.	 Jadi,	 kalau	 ada	 istilah	 Khilafah	
Islamiyah,	 itu	 berarti	 Pemerintahan	 Islam	 atau	 lebih	
tepatnya	 pemerintahan	 yang	 ditegakkan	 berdasarkan	
syariat	Islam.		

Persoalan	yang	kemudian	mengiringi	pemerintahan	
Islam	 adalah	 mengenai	 bentuknya.	 Beberapa	 pemikir	
Muslim,	 seraya	 merujuk	 kepada	 sejumlah	 ayat	 dalam	 al-
Quran,	 mengatakan	 bahwa	 bentuk	 pemerintahan	 bisa	
berbentuk	kerajaan	maupun	republik.46	Praktik	yang	terjadi	

 
45Ibid.	
46Ajat	Sudrajat,	“Khilafah	Islamiyah,	4.		
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dalam	perjalanan	sejarah	Islam	memperlihatkan	dua	bentuk	
pemerintahan,	yaitu:		
a. Pemerintahan	Islam	yang	berlangsung	sepeninggal	Nabi,	

yang	disebut	Khulafa	al-Rasyidin	(Abu	Bakar,	Umar	ibn	
al-Khattab,	 Usman	 ibn	 Affan,	 dan	 Ali	 ibn	 Abi	 Thalib),	
barangkali	 sepadan	 dengan	 bentuk	 republik	 dalam	
konsep	politik	modern,47		

b. Pemerintahan	 Umayyah,	 Abbasiyyah,	 sampai	 dengan	
Turki	Usmani,	dan	pemerintahan	Islam	di	wilayah	yang	
lainnya,	 termasuk	 di	 Indonesia,	 adalah	 bercorak	
kerajaan	atau	monarki.48	Ciri	utama	Khulafa	al-Rasyidin	
adalah	 kekuasaan	 tidak	 bersifat	 keturunan	 (hereditas)	
dan	 satu	 sama	 lain	 tidak	 memiliki	 hubungan	
kekerabatan,	 sementara	 pemerintahan	 selanjutnya	
pergantian	 kekuasaannya	 berlangsung	 secara	 turun-
temurun,	meskipun	tidak	mesti	antara	bapak	dan	anak.	
Tidak	 jarang	 pula	 pergantian	 itu	 terjadi	 berdasarkan	
pada	 seberapa	 kuat	 pengaruh	 seorang	 anggota	
(pangeran)	istana	atas	pusaran	politik	yang	ada	di	istana	
atau	 pusat	 pemerintahan,	 sebagaimana	 yang	
diisyaratkan	al-Qur’an	dalam	surat	Ali	'Imran	ayat	159:	
	

ف
َ

حرَ امَبِ
ْ

نمِ ةٍمَ
َ

للا 
َّ

نلِ ھِ
ْ

ت
َ

ل 
َ

و مْهُ
َ

ل
َ

ك وْ
ُ

ن
ْ

ت
َ

ف 
َ

ظ
≈

غ ا
َ

ظيلِ
َ

لا 
ْ

ق
َ

ل
ْ

 بِ

لا
َ

ن
ْ

ف
َ

ض
ُّ

نمِ او
ْ

ح 
َ

كلِوْ
َ

ف 
َ

عا
ْ

ف
ُ

ع 
َ

¿
ْ

Öُْو م
َ

تسْا
َ

غ
ْ

ل رْفِ
َ

و مْهُ
َ

ش
َ

هرْوِا
ُ

 يِ. مْ

لأا
َْ

ف رِمْ
َ

ذإِ
َ

ع ا
َ

ز
َ

تمْ
َ

ف 
َ

ت
َ

و
َ

ك
َّ

ع لْ
َ

£
َ

للا ى
َّ

نإِ ھِ
َّ

للا 
َّ

ھ
َ

ي 
ُ

لما ُّبحِ
ُْ

ت
َ

و
َ

ك
ّ
ن´لِِ

َ 
	

 
47Ibid.	
48Muhammad	Husein	Haikal,	Pemerintahan	Islam.	Terj.	Tim	Pustaka	

Firdaus,	(Jakarta:	Pustaka	Firdaus,	1993),	17-18.	
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“Maka	 disebabkan	 rahmat	 dari	 Allah-lah	 kamu	 berlaku	
lemah	lembut	terhadap	mereka.	Sekiranya	kamu	bersikap	
keras	 lagi	 berhati	 kasar,	 tentulah	 mereka	 menjauhkan	
diri	 dari	 sekelilingmu.	 Karena	 itu	 maafkanlah	 mereka,	
mohonkanlah	 ampun	 bagi	 mereka,	 dan	
bermusyawaratlah	 dengan	 mereka	 dalam	 urusan	 itu.	
Kemudian	apabila	kamu	telah	membulatkan	tekad,	maka	
bertawakkallah	 kepada	 Allah.	 Sesungguhnya	 Allah	
menyukai	orang-orang	yang	bertawakkal	kepada-Nya”	

	
Substansi	ayat	di	atas	adalah	senada	dengan	kandungan	
ayat	 yang	 memerintahkan	 untuk	 melakukan	
musyawarah,	seperti	dalam	surat	Asy-Syura	ayat	38:	
	

و
َ

لا
َّ

نيذِ
َ

تسْا 
َ

ج
َ

با
ُ

و مÖِِّْ∞رَلِ او
َ

أ
َ

ق
َ

لاَّصلا اومُا
َ

ة
َ

و 
َ

أ
َ

هرُمْ
ُ

ش مْ
ُ

 ىرَو

ب
َ

¿يْ
َ

Öُْو م
َ

زرَ اَّممِ
َ

ق
ْ

ن
َ

ها
ُ

ي مْ
ُ

ن
ْ

قفِ
ُ

نو
َ 

	
“Dan	 (bagi)	 orang-orang	 yang	 menerima	 (mematuhi)	
seruan	Tuhannya	dan	mendirikan	shalat,	sedang	urusan	
mereka	 (diputuskan)	 dengan	 musyawarat	 antara	
mereka;	 dan	mereka	menafkahkan	 sebagian	dari	 rezeki	
yang	Kami	berikan	kepada	mereka”.	
	
Menurut	 Haikal	 dua	 ayat	 di	 atas	 tidak	 ada	 kaitannya	
dengan	 pemerintahan	 dan	 kedua	 ayat	 tersebut	 tidak	
menggambarkan	sistem	pemerintahan	secara	rinci	pula.	
Nabi	menyerahkan	sepenuhnya	urusan	tersebut	kepada	
umat	 Islam.	 Para	 ulama	 kemudian	 mengasosiasikan	
kenyataan	ini	dengan	hadis	yang	berbunyi:	
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أ
َ

ن
ْ

ت
ُ

أ مْ
َ

ع
ْ

ل
َ

أبِ مُ
ُ

د رِوْمُ
ُ

ن
ْ

كايَ
ُ

 مْ
	
"Kalian	lebih	tahu	tentang	urusan	dunia	kalian."49	

	
Bentuk	 suatu	 pemerintahan	 berkaitan	 erat	 dengan	
sejarah,	kondisi,	dan	peristiwa	yang	mengiringi	bangsa	
yang	 bersangkutan,	 misalnya	 negara	 Inggris	 adalah	
negara	kerajaan	sedangkan	Amerika	Serikat	berbentuk	
republik.	 Demikian	 pula	 dengan	 pengalaman	
pemerintahan	 di	 dunia	 Islam,	 pada	 periode	 empat	
khalifah	pertama	misalnya,	pemerintahannya	cenderung	
berbentuk	 republik,	 sedangkan	 periode	 berikutnya	
berbentuk	kerajaan.	Dewasa	ini,	negara-negara	di	dunia	
Islam	 pun	 memiliki	 bentuk	 pemerintahan	 yang	 tidak	
seragam,	 ada	 yang	 mengambil	 kerajaan	 seperti	 Saudi	
Arabiya	 dan	 republic	 seperti	 Turki	 dan	 Pakistan	 dan	
lainnya.	 Tampaknya	 kedua	 bentuk	 pemerintahan	 ini	
sama-sama	 bisa	 diadopsi,	 akan	 tetapi	 yang	 terpenting	
adalah	ditegakkannya	syariat	Islam	atau	prinsip-prinsip	
Islam	yang	mengarah	pada	kesejahteraan	umat.		

Menurut	Din	Syamsuddin,	Wakil	Ketua	MUI	dan	
mantan	Ketua	Umum	Pengurus	Pusat	Muhammadiyah,	
menyatakan	 dalam	 al-Qur’an	 terpatri	 ayat	 yang	
menjelaskan	 bahwa	 manusia	 adalah	 khalifah/wakil	
Tuhan	 di	 muka	 bumi	 (khalifatullah	 fil	 ardh)50	 yang	
kemudian	 disepakati	 oleh	 ulama	 pramodern,	 modern	

 
49Abu	 al-Hasan	 ‘Ubaidillah	 bin	 Muhammad	 al-Salam,	Mir’atul	 al-

Mafatih	 Syarh	 Misykat	 al-Mashabih,	 (Banar	 al-Hindi:	 Idarah	 al-Buhust	
al’ilmiyah,	1984),	344.	

50Al-Qur’an,	surat	al-Baqarah	(2),	ayat	30.	
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maupun	 kontemporer.51	 Pendirian	 Khilafah	 sebagai	
lembaga	dan	sistem	politik	sudah	lama	dikritik	termasuk	
oleh	Ibnu	Khaldun	(w.	1406),	Abduh	(w.	1905),	dan	Ali	
Abd	 Raziq	 (w.	 1960),	 bahwa	 khilafat	 historis	 yang	
pernah	 ada	 setelah	 masa	 Khulafaur	 Rasyidun	 adalah	
sesungguhnya	 kerajaan,	 dan	 Islam	 tidak	 membawa	
konsep	 tentang	 	bentuk/sistem	pemerintahan	 tertentu.	
Maka,	tidak	ada	kewajiban	mendirikan	khilafah	sebagai	
lembaga	 politik-kekuasaan.	 Jika	 konsep	 khilafah	
sebagian	 kelompok	 semisal	 Hizbut	 Tahrir	 Indonesia	
dimaksud	sebagai	 lembaga	politik-kekuasaan,	maka	itu	
bukan	 merupakan	 kesepakatan	 jumhur	 ulama.	
Pendirian	 khilafah	 sebagai	 lembaga	 politik-kekuasaan	
pada	era	modern	adalah	tidak	valid	dan	realistik,	karena	
negara-negara	Muslim	sudah	terbentuk	sebagai	negara-
bangsa	 (nation-state)	 dalam	 bentuk	 atau	 sistem	
pemerintahan	yg	beragam.		

Sebagai	 contoh	 Negara	 Pancasila	 adalah	
kesepakatan	 bangsa	 Indonesia,	 sebagaimana	 diketahui	
dari	 hasil	 Muktamar	 Muhammadiyah	 Tahun	 2015	
menegaskan	 Negara	 Pancasila	 sebagai	Darul	 Ahdi	 was	
Syahadah	 atau	 Negara	 Kesepakatan	 dan	 Kesaksian.52	
Seluruh	 komponen	bangsa	 harus	menegakkannya,	 dan	
terhadap	segala	bentuk	penyimpangan	dan	pelanggaran	
terhadap	 Pancasila	 harus	 diluruskan.	 Dalam	 hal	 ini,	
terdapat	 banyak	 bentuk	 penyimpangan,	 baik	 yang	
bersifat	 keagamaan	 seperti	 khilafah	 politik,	 maupun	

 
51Hasanudin	Aco,	editor	Tribunnews.com,	“Din	Syamsuddin:	Antara	

Khilafah	 Modern	 dan	 Vatikan”	
dalam,	https://www.tribunnews.com/tribunners/2017/07/15/din-
syamsuddin-antara-khilafah-modern-dan-vatikan.	Diakses	pada	tanggal	17	
Juni	2019.	

52Ibid.	
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isme-isme	 lain	 seperti	 komunisme,	 sekularisme,	
liberalisme,	 kapitalisme,	 dan	 berbagai	 bentuk	
ekstrimisme	lainnya.	Khilafah	sebagai	ajaran	Islam	yang	
mulia	tidak	boleh	dinafikan	khususnya	oleh	umat	Islam.	
Pada	 konteks	 inilah,	 Din	 Syamsuddin	 kemudian	
menyatakan	perlunya	penafsiran	baru	yang	kontekstual	
terhadap	 makna	 khilafah,	 khususnya	 dalam	 konteks	
NKRI	 yang	 berdasarkan	 Pancasila,	 dengan	 penafsiran	
sebagai	berikut:53	
a. Khilafah	dapat	dipahami	membawa	pesan	kesatuan,	

persatuan,	 dan	 kebersamaan	 umat	 Islam	 secara	
nasional,	 maka	 di	 Indonesia	 dapat	 dan	 telah	
mengambil	 bentuk	 Majelis	 Ulama	 Indonesia/MUI	
yang	dapat	berfungsi	sebagai	organisasi	payung	atau	
tenda	besar	bagi	seluruh	umat	Islam.	

b. Secara	 global,	 khilafah	 sudah	 mengambil	 bentuk,	
pada	 tingkat	 pemerintahan,	 Organisasi	 Kerjasama	
Islam/OKI,	 dan	 pada	 tingkat	 umat,	 Liga	 Muslim	
Sedunia	(Rabithah	'Alam	Islamiy).	

c. Pada	 kedua	 manifestasi	 khilafah	 tersebut,	 dengan	
esensi	 persatuan	 keumatan/ukhuwah	 Islamiyah,	
tidak	boleh	mengingkari,	mengubah,	atau	mengganti	
sistem	 politik	 dan	 pemerintahan	 yg	 ada,	 yakni	
Negara	Pancasila.	
Dalam	 latar	 pemikiran	Din	 Syamsuddin,	 konsep	

khilafah	yang	bersifat	mondial	dapat	diwujudkan	dalam	
bentuk	persatuan	dan	kebersamaan	umat	 Islam	dalam	
kemajemukan	 warna	 kulit,	 bahasa	 dan	 budaya	 yang	
mencerminkan	 kesatuan	 visi	 kehidupan/peradaban	

 
53Ibid.	
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global	 berdasarkan	 nilai-nilai	 Islam.54	 Menurut	 Din	
Syamsuddin,	 bagi	 umat	 Islam	 yang	 ingin	 membentuk	
khilafah	 mondial	 dapat	 meniru	Vatikan	dengan	
mentransformasi	 konsep	 khilafah	 ke	 dalam	 suatu	
lembaga	 mondial	 tanpa	 menegasi	 sistem	 nasional	
masing-masing	negara	(walau	tidak	semua	Muslim	mau	
bergabung).	 Meskipun	 demikian,	 diakui	 Din	
Syamsuddin,	 	bahwa	hal	itu	tidak	mudah	karena	watak	
umat	 Islam,	 khususnya	 Sunni,	 kurang	 bersifat	
faternalistik	 dan	 sentralistik,	 serta	 otonomi/egoisme	
masing-masing	 bangsa	 bahkan	 organisasi	 sangat	 kuat.	
Namun,	 semangat	 Kekatholikan	 atau	 Budaya	Vatikan	
yang	 mampu	 merajut	 kesatuan,	 persatuan,	 dan	
kebersamaan	 bagus	 ditiru.	 Mungkin,	 kekhalifah-	
Islamiyahan	 baru	 memerlukan	 "unifying,	 moderating,	
and	 mediating	 force"	 seperti	 itu.	 Menurutnya,	 itulah	
solusi	terhadap	masalah	hubungan	khilafah	dan	Negara	
Pancasila;	khilafah	tidak	diabaikan	tapi	Negara	Pancasila	
tetap	ditegakkan.55	

Secara	 nasional	 sikap	Muhammadiyah	 terhadap	
isu	 khilafah	 di	 Tanah	 Air	 Indonesia	 dapat	 dilihat	
berdasarkan	 hasil	 Muktamar	 Muhammadiyah	 Tahun	
2015	yang	menegaskan	Negara	Pancasila	sebagai	Darul	
Ahdi	 was	 Syahadah	 atau	 Negara	 Kesepakatan	 dan	

 
54Usulan	Din	Syamsuddin	kepada	umat	Islam	dan	khususnya	kepada	

Hizbut	Tahrir	utk	mentransformasi	"khilafah	 'alamiyah"	mereka	ke	dalam	
bentuk	seperti	Vatikan,	yang	ia	sebut	sebagai	khilafah	yang	bersifat	mondial	
atau	Khilafah	Kultural-Sivilisisional,	 yaitu	Tata	Dunia	Baru	 (World	Order)	
kemudian	ramai	diperbincangkan	dan	menjadikontroversi	di	tengah-tengah	
masyarakat	 Indonesia.	 Pada	 akhirnya,	 Din	 Syamsuddin	 bahkan	 menulis	
klarifikasi	dan	penjelasan	tambahan	mengenai	“kegaduhan”	tersebut	dalam	
perjalanannya	menghadiri	Sidang	Religions	for	Peace	Internasional	pada	02	
April	2019.	Ibid.	

55Ibid.	
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Kesaksian56	 sebagaimana	 yang	 ditegaskan	 pula	 oleh	
TGH.	Subhan	Abdullah	Acim	yang	mana	konsep	khilafah	
dalam	 persepetif	 	 Muhammadiyah	 adalah	 sebenarnya	
tidak	 berbeda	 dengan	 pandangan	 	 Nahdlatul	 Ulama	
(NU),	 bahkan	 pada	 akhir	 tahun	 2018	 lalu	 NU	 dan	

 
56Kata	 “Kesepakatan	 dan	 Kesaksian”	 diambil	 dari	 pemahaman	

dalam	 beberapa	 ayat	 al-Qur’an,	 sebagaimana	 yang	 disampaikan	 dalam	
muqaddimah	 buku	 “Negara	 Pancasila”	 sebagai	 Dar	 Ahdi	 Wa	 Syahadah	
dengan	ungkapan:	“Allah	Subhanahu	Wa	Ta’ala	mengutus	Nabi	Muhammad	
s.a.w.	untuk	mendakwahkan	Islam	sebagai	risalah	yang	membawa	rahmat	
bagi	semesta	alam	(QS	Al-Anbiya:	107).	Umat	Islam	sebagai	kesatuan	insan	
muslim	di	manapun	berada	berkewajiban	menjalankan	dan	mendakwahkan	
ajaran	Islam	yang	diperintahkan	Allah	dan	Rasul-Nya	sebagai	wujud	ibadah	
dan	kekhalifahan	untuk	meraih	kebaikan	hidup	di	dunia	dan	akhirat	(QS	Adz-
Dzariyat:	 56;	 Al-Baqarah:	 30,	 Hud:	 61;	 dan	 Al-Baqarah:	 201).	 Kewajiban	
mengemban	misi	Islam	itu	tidak	pernah	selesai	dan	harus	terus	dilakukan	
sebagai	perwujudan	kesaksian	(syuhada	‘ala	al-nas)	sepanjang	hayat	dalam	
kehidupan	pribadi,	keluarga,	masyarakat,	bangsa,	dan	ranah	kemanusiaan	
universal.	Muhammadiyah	sebagai	komponen	strategis	umat	dan	bangsa	di	
Negara	Republik	Indonesia	memiliki	kewajiban	kolektif	dan	telah	berkiprah	
lebih	 satu	 abad	 untuk	 mendakwahkan	 Islam	 mengajak	 pada	 kebaikan,	
menyuruh	pada	yang	makruf,	dan	mencegah	dari	yang	munkar	sebagaimana	
misi	 awal	 kelahirannya	 yang	 terkandung	dalam	Al-Quran	 Surat	Ali	 Imran	
104.	Muhammadiyah	berkomitmen	untuk	menjadikan	umat	 Islam	sebagai	
khayra	ummah	atau	umat	terbaik	(QS	Ali	Imran:	110)	yang	tampil	sebagai	
golongam	tengahan	(ummatan	wasatha)	dan	berperan	sebagai	syuhada	‘ala	
al-nas	 atau	 saksi	 bagi	 kehidupan	 umat	 manusia	 (QS	 Al-Baqarah:	 143),	 2	
sehingga	kehadirannya	menjadi	 rahmat	bagi	 semesta	alam	 (QS	Al-Anbiya:	
107).	 Dalam	 kehidupan	 kebangsaan,	 Muhammadiyah	 dan	 umat	 Islam	
sebagai	 golongan	 mayoritas	 memiliki	 tanggungjawab	 besar	 dan	 utama	
untuk	 menjadikan	 negara	 Indonesia	 sebagai	 Baldatun	 Thayyibatun	 Wa	
Rabbun	Ghafur,	 yakni	negara	yang	baik	dan	berada	dalam	ampunan	Allah	
(QS	Saba:	 15).	Di	 dalam	negara	 tersebut	 para	 penduduknya	beriman	dan	
bertaqwa	 sehingga	diberkahi	Allah	 (QS	Al-’Araf:	 96),	mereka	membangun	
negeri	 ini	 dengan	 sabaik-baiknya	 dan	 tidak	 membuat	 kerusakan	 (QS	 Al-
Baqarah:	 11,	 60;	 Ar-Rum:	 41;	 Al-Qashash:	 77).	 Dengan	 demikian	
Muhammadiyah	 berkomitmen	 untuk	 terus	 bejuang	 memproyeksikan	
Indonesia	menjadi	Negara	Pancasila	yang	maju,	adil,	makmur,	bermartabat,	
dan	berdaulat	dalam	lindungan	Allah	SWT”	M.	Din	Syamsuddin	dan	Agung	
Danarto.	Negara	Pancasila	Dar	Ahdi	Wa	Asyahadah,	(Yogyakarta:	Pimpinan	
Pusat	Muhammadiyah,	2015),	IV.	
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Muhammadiyah	sudah	menentukan	sikap	bahwa	sistem	
khilafah	selamanya	tidak	akan	pernah	bisa	diterapkan	di	
Indonesia	 karena	 banyak	 hal.	 Argumentasi	 yang	
dikemukakan	oleh	TGH.	Subhan	Abdullah	Acim	tentang	
konsep	 khilafah	 yang	 konotasi	 sebagai	 sebuah	 politik	
yang	kemudian	akan	merubah	falsafah	bangsa	Indonesia	
adalah	 cukup	 masuk	 akal,	 karena	 Indonesia	 dalam	
pandangan	 Muhammadiah	 Negara	 Indonesia	 dibentuk	
dalam	negera	kesepakatan		( ةداھشلاو دھعلا راد  )	yang	harus	
dipatuhi	 menuju	 kebaikan	 yang	 sesuai	 dengan	 	 sabda	
Rasulullah:57		

	

لما
ُْ

نومُلِسْ
َ

ع 
َ

£
َ

ش ى
ُ

لاإِ مْهِطِورُ
َّ

ش 
َ

طرْ
ً

أ ا
َ

ح
َ

ح َّل
َ

أ امًارَ
َ

و
ْ

ح 
َ

ح مََّر
َ

لا
َ

 لا
	
Kesepakatan	 yang	 dibuat	 itu	 adalah	 bertujuan	

untuk	 mencapai	 satu	 tujuan	 yang	 murni,	 yaitu	
kemashlatan	bersama	yang	disebut	dengan	istilah	“  حلاصم

دابعلا ”	karena	disana	adanya	hikmah,58	baik	bagi	Muslim	
atau	 non-Muslim	 dalam	 berkehidupan	 bersama	 dalam	
bingkai	 tekad	 cinta	 tanah	 air,	 yaitu	 “ نطولا بح ”59	 dalam	
kemajmukan	 yang	 dibalut	 dalam	 sistem	 demokrasi	
(syura);	 dan	 menegakkan	 keutuhan	 dan	 kedaulatan,	
kebersamaan,	 persaudaraan,	 saling	 bantu,	 dengan	
seluruh	komponen	bangsa	untuk	meneguhkan	integrasi	
nasional	dalam	suasana	yang	damai,	persaudaraan,	dan	

 
57Abu	Bakar	Ahmad	bin	al-Husain	bin	‘Ali	al-Baehaqiy,	al-Sunan	al-

Kubra	wa	Zailih	al-Jauhar	al-Nuqa,		(Haidar	Abar:	Majlis	Dairah	al-Ma’arif	al-
Nizhamiyah,		1344	H),	jilid	VII,	248.	

58	Muhammad	bin	‘Ali	bin	Muhammad	al-Syauaniy,	Irsyad	al-Fuhul	
ila	Tahqiq	al-Haq	Min	‘Ilm	al-Ushul,	(ttp:	Dar	al-Kitab	al-‘Arabiy,	1999),	

59	Muhammad	bin	Shalih	bin	Muhammad	al-‘Usaimin,	Syarh	Riyadh	
al-Shalihin,	(ttp:	tnp,	tt).	
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saling	 berbagi	 untuk	 persatuan	 dan	 kemajuan	 bangsa,	
serta	 kerjasama	 dalam	 meneguhkan	 NKRI”.	
Selannjutnya,	 bahwa	 khilafah	 secara	 cultural	 adalah	
dapat	 diterima,	 karena	makna	 khilafah	baginya	 adalah	
kepemimpinan	dari	level	yang	paling	rendah	sampai	ke	
level	paling	 tinggi,	bahkan	semua	orang	dapat	menjadi	
pemimpin	 atau	 imam	 atau	 khalifah	 yang	 disebut	 ra’in	
(pemimpin)	sesuai	dengan	hadis	berikut:60 	

	

ك
ُ

ل
ُّ

كو عٍار مك
ُ

ل
ُّ

 ھتيعر نع لٌوؤسم مك
	
Namun	 bila	 khilafah	 diterjemahkan	 dalam	 arti	

structural,	 maka	 hal	 ini	 yang	 ditolak	 oleh	 TGH.	
Muhammaq	 Iqbal,	 karena	 tidak	 sesuai	 dengan	
kepribadian	 NKRI,	 61	 dan	 juga	 	 	 bahwa	 Presiden	
Indonesia	 bisa	 disebut	 sebagai	khalifah	 untuk	 konteks	
Indonesia,	sebab	ia	sebagai	al-Imam	‘A’zham	(pemimipin	
besar)	sering	disebut	RI-1	sesuai	ungkapan	berikut:62	

 
60Abu	al-Fadhal	Ahmad	bin	‘Ali	bin	Muhammadbin	Ahmad	bin	Hajar	

al-‘Asqalaniy,	Ithraf	al-Musnad	al-Mutalliy	bi	Athraf	al-Musnad	al-Hambaliy,	
(dimasyq:	Dar	al-Kutub	al-Thayyib,	tt),	jilid	III,	550.	

61Kepibadian	 NKRI	 adalah	 kepribadian	 atau	 sifat	 yang	 terlihat	
dalam	perilaku	seseorang	atau	sebuah	bangsa	Indonesia	yang	membuatnya	
berbeda	 dari	 bangsa	 lainnya	 sebagai	 karakteristik	 pribadinya	 dengan	
wilayahnya	secara	sosiologis	antropologis	yang	mengikat	ras,	suku,	sejarah,	
adat	 budaya	 dan	 juga	 agama	 atau	 sebuah	 keyakinan	 yang	 disebut	 ikatan	
primordial.	 Kepribadian	 bangsa	 NKRI	 memiliki	 ciri-ciri	 perilaku	 maupun	
karakteristik	 yang	 terlihat	 dalam	 kehidupan	 suatu	 masyarakat	
dalam		 sebuah	 kesatuan	 nasional.	 Lihat	 dalam	
https://guruppkn.com/pancasila-sebagai-kepribadian-bangsa	diakses	pada	
tanggal	20	Oktober	2019.	

62Syamsuddin	 Abu	 al-Aun	 Muhammad	 bin	 Ahmad	 bin	 Salim	 al-
Safarainiy	al-Hambaliy,	Lawami’	al-Anwar	al-Bahiyyah	wa	Sawathi’	al-Asrar	
al-Atsariyah	li	Syarh	al-Durrah	al-Mudhiyyah	fi	Aqd	al-Firqah	al-Mardhiyah,	
(Dimasyq:	Mi\uassah	al-Khafiqain,	1992),	jilid	II,	416.	
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ن
َ

ا بُصْ
ْ

ا مِامَلإِ
ْ

لأ
َ

ع
ْ

ظ
َ

ف مِ
َ

فكِ ضُرْ
َ

يا
َ

 ةٍ
	
Tegasnya,	 bahwa	 bahwa	 konsep	 khilafah	 yang	

diterjemahkan	dapat	dibagi	menjadi	dua;	yaitu	khilafah	
yang	 berarti	 khilafah	 cultural	 dan	 khilafah	 structural.	
Khilafah	cultural	ini	dapat	disematkan	kepada	siapapun	
karena	 ia	 menjadi	 pemimpin	 bagi	 dirinya,	 namun	
khilafah	 structural	 adalah	 sulit	 dilakukan	 di	 NKRI,	
karena	 Indonesia	 sudah	 menjadi	 Negara	 Kesepakatan	
yang	disebut	dengan	istilah	Dar	al-Ahdi	Wa	al-Syahadah,	
dimana	 kata	 syahadah	 (persaksian)63	 untuk	 menjadi	
umat	 yang	 terbaik	 “khair	 ummat”64	 dalam	 hubungan	
antara	 sesama.	 Karena	 itu,	 	 kedudukan	 presiden	 di	
Indinonesia	dapat	disebut	sebagai	khalifah,	65	dan	sebab	
itu	 	 tidak	 perlu	 ada	 negara	 di	 atas	 negara	 dalam	 arti	
khilafah	yang	akan	merubah	yang	sudah	mapan	dan	baik	
sebagai	 negara	 kesepakatan	 yang	 berlandasan	 pada	
Pancasila	 saja	 sudah	 sangat	 syariah	 karena	 ajaran	
syariat	 Islam	 sudah	 bisa	 diamalkan,	 terutama	 dalam	
ajaran	pokok.	

	
B. Khilafah	Menurut	Tuan	Guru	Nahdlatul	Wathan	(NW)	

di	Lombok	
Organisasi	 Nahdlatul	 Wathan	 (NW)	 merupakan	

salah	 satu	 organisasi	 yang	 memberikan	 pengaruh	 besar	
kepada	 masyarakat	 Lombok	 khususnya	 dalam	 sikap	

 
63al-Qur’an	 surat	 al-Baqarah	 (2)	 ayat	 143: كوَ
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64Al-Qur’an	surat	Ali	Imran	(3)	ayat	110: ك
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65	Wawancara	dengan	TGH.	Falahuddin,	18	Agustus	2019.	
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keberagamaan.	 Salah	 satu	 konsep	 yang	 tidak	 lepas	 dari	
sikap	 adalah	 masalah	 khilafah	 yang	 menjadi	 salah	
perbincangan	masyarakat	luas,	bahwa	konsep	khilafah	ini	
diwaspadai	 dalam	 tatanan	 kebernegaraan	 di	 Indonesia.	
Berdasarkan	hal	ini,	maka	informasi	terkait	dengan	konsep	
khilafah	 menurut	 dengan	 TGH.	 Zaenal	 Arifin,66	 bahwa	
khilafah	 secara	 bahasa	 dengan	 makna	 kata	 dasar	
(mashdar)67	 dalam	 bahasa	 Arab	 yang	 berasal	 dari	 kata	
“ فلخ ”	 yang	 dapat	 berarti	 membelakangai,	 menggantikan,	
mempimpin,68	yang	disebut	 juga	dengan	 istilah	al-Imarah	
(pemerintahan),	 sebagaimana	 yang	 didefinisikan	 oleh	
ulama’dengan	ungkapan	sebagai	berikut:69 	
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Imarah	adalah	pemimpin	tinggi	dalam	suatu	negara	dalam	
beberapa	negara	atau	satu	daerah	dalam	beberapa	daerah),	
al-Imamah	(kepemipinan).		

	

 
66	Wawancara	dengan	TGH.	Zaenal	Arifin	pada	14	Agustus	2019.	
67Wazair	 al-AUqaf	 wa	 al-Syu’un	 al-Isalamiyah,	 al-Mausu’ah	 al-

Fiqhiyah	al-Kuaitiyah,	(al-Kuait,	Dar	al-Salasil,	1427),	jilid	VI.	H.	196	
68	Abu	al-Qasim	Muhammad	bin	Umar	bin	Ahmad	al-Zamahsyariy,	

Asas	al-Balagah,	(ttp.	tp,	tt),	122.	
69Su’ud	bin	Abd	al-‘Ali	al-Barudiy	al-‘Atibiy,	al-Mausu’ah	al-Jinaiyah	

al-Islamiyah	al-Muqaranah	bi	al-Anzhumah	al-Ma’mul	Biha	Fi	al-Mamlakah	
al-‘Arabiyah	al-Su’udiyah,	(Riyadh:	ttp,	1427	H),	hlm.	143	dan	lihat	juga	pada	
Ibnu	 ‘Abidin,	 Radd	 al-Mukhtar	 ‘Ala	 al-Durr	 al-Mukhtar	 Syarh	 Tanwir	 al-
Abshar	Fiqh	Abu	Hanifah,	(Baerut:	Dar	al-Fikr,	2000),	547. 
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Definisi	 ini	 adalah	 senada	 dengan	 apa	 yang	
didefinisikan	oleh	 Ibnu	 ‘Abidin	dengan	ungkapan	 sebagai	
berikut:70	

	

 °†نلا نع ةفلاخ ايندلاو نيدلا ي. ةماع ةساير
	
“Kepemimpinan	 umum	 dalam	 urusan	 agama	 dan	 dunia	
sebagai	pengganti	“Nabi”.		
	

Karena	 itu,	 kata	 khilafah	 diberikan	 definisi	 secara	
istilah	dengan	makna	pemimpinan	yang	berdasarkan	pada	
ajaran	Islam	yang	secara	oprasional	dapat	diartikan	sebagai	
media	 bercirikan	 tiga	 cirri	 berikut:	 pertama	 	 bahwa	
khilafah	 bersumber	 pada	 al-Qur’an	 dan	 al-Sunnah	 yang	
dilaksanakan	 secara	 konsisten	 dan	 menyeluruh	 dalam	
segala	 aspek	 pemerintahan,	 kedua	 bahwa	 pemilihan	
pemimpin	dari	kalangan	Muslim	yang	dapat	menjalankan	
konsep	Islam	dalam	menjalankan	pemerintahan,	dan	ketiga	
pemilihan	 parlemen	 dengan	 memilih	 calon	 anggota	
legislative	 yang	 diyakini	 dapat	menyalurkan	 aspirasi	 dan	
kepentingan	 yang	 berkaitan	 dengan	 usaha	
pengejawantahan	 nilai-nilai	 Islam	 dalam	 kehidupan	
bernegara”.71		

Sementara	dalam	system	khilafah	 (kepemimpinan)	
dapat	dilakukan	dengan	2	 (dua)	 cara:	pertama	pemilihan	
secara	 langsung,	 pemilih	 mengajukan	 pilihannya	 melalui	
pemilu	 seperti	 pemilihan	 Umar	 bin	 Abdul	 Aziz	 sebagai	
khalifah,	dan	kedua	adalah	tidak	langsung,	yakni	pemilihan	

 
70Ibnu	 ‘Abidin,	 Radd	 al-Mukhtar	 ‘Ala	 al-Durr	 al-Mukhtar	 Syarh	

Tanwir	al-Abshar	Fiqh	Abu	Hanifah,	(Baerut:	Dar	al-Fikr,	2000),	547.		
71Wawancara	dengan	TGH.	Zaenal	Arifin	pada	14	Agustus	2019.	
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oleh	atau	melalui	perwakilan	( دقعلا و لحلا لھأ )	yang	berhak	
memutuskan	 perkara	 untuk	 kepentingan	 ummat,	 seperti		
kasus	pemilihan	Abu	Bakar	sebagai	khalifah	dan	boleh	juga	
dengan	cara	pengusulan	pmimpin	umat	atau	diusulkan	oleh	
khalifah	 yang	 sebelumnya	 seperti	 pemilihan	 Umar	 bin	
Khattab	sebagai	khalifah”	yang	kemudian	disebut	Amir	al-
Mukminin.72	 	Namun	terkait	dengan	sistem	pemerintahan	
dalam	 negara	modern	 sekarang	 ini,	 di	 masa	 nation	 state	
istilah	khalifah	tidak	lagi	digunakan	secara	terbuka	karena	
perkembangan	 negara	 modern	 menuntut	 adanya	
penyesuaian	 dengan	 sebutan-sebutan	 seperti	 presiden,	
perdana	 menteri	 dan	 lain-lain,	 sehingga	 konsep	 khilafah	
dalam	makna	memang	luas,	yaitu	salah	satu	tugas	manusia	
di	 dunia	 ini	 menjadi	 khalifah,	 seperti	 Nabi	 Adam	 dan	
manusia	sebagai	keturunan	beliau,	“khalifatullah	fil	ardi”,73	
maka		dalam	konteks	ini	manusia	adalah	khalifah.	 	Tetapi,	
bukan	 khalifah	 dalam	makna	 dan	 konsep	 khilafah	 secara	
politis	 yang	 pernah	 ada	 yang	 dikenal	 istilah	 		 ملاسلاا راد
(daerah	 yang	 dipimpin	 oleh	 orang	 Muslim),	  راد 

برحلا (daerah	yang	dipimpin	oleh	orang	kafir).74		
Dalam	catatan	historis	saat	itu,	harus	diakui	bahwa	

konsep	kekhalifahan	dalam	bernegara	memang	membawa	
maslahat	saat	itu.	Kini,	setelah	negara	Islam	khususnya,	dan	
dunia	 umumnya	 terbagi	 dalam	 bingkai	 nation	 state,	
teritorial	 yang	 jelas,	 maka	 konsep	 khilafah	 itu	 sudah	
kehilangan	konteksnya	untuk	di-tatbiq	karena	sudah	tidak	
maslahat	dan	relevan	lagi	jika	untuk	diterapkan	di	tengah	

 
72Abu	Bakar	Muhammad	bin	Khalaf	 bin	Hayyan	 bin	 Shadaqah	 al-

Dhabbiy	 al-Bagdhadiy	 al-Mulaqqab	 bi	 al-Waqi’,	 (Mesir:	 al-Maktabah	 al-
Tijariyah	al-Kubra,	1947),	56.	

73al-Qur’an		al-Baqarah	(2),	ayat	29.		
74Abu	 al-Baqa’	 Ayub	 bin	 Musa	 al-Husaini	 al-Kufuwiy,	 Kitab	 al-

Kulliyat,	(Baerut:	Muassah	al-Risalah,	1998), 451.	
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situasi	dan	kondisi	bernegara	saat	ini.	Apalagi	jika	khilafah	
dipahami	 bahwa	 umat	 Islam	 sedunia	 di	 bawah	 satu	
pemimpin	seluruh	dunia,		maka	ini	dapat	dikatakan	sebagai	
proyek	 khilafah	 	 dan	 hla	 ini	 	mustahil.	 Negara	 Indonesia	
merupakan	 kesepakatan	 untuk	 menggunakan	 azas	
Pancasila	dan	Undang-Undang	Dasar	45	yang	tidak	terlepas	
dari	 ijtihad	 para	 ulama	 terdahulu.	 Hal-hal	 pokok	 dalam	
agama	sudah	dirumuskan,	 tuangkan	dan	dikristalisasikan	
dalam	Pancasila	dan	UUD,	sehingga	jika	dicacah	dan	dibelah	
maka	 intisarinya	 tidak	 ada	 yang	 bertentangan	 dengan	
prinsip	Islam	dan	Syariah.		

Lebih	 dari	 itu,	 menurut	 TGH.	 Said	 Gazali,75	 salah	
seorang	tokoh	ulama	dari	kalangan	Nahdlatul	Wathan,	jika	
di	 Indonesia	berdiri	 satu	khalifah,	 dengan	menunjuk	satu	
imam	besar,	maka	itu	tidak	bisa	dikatakan	sebagai	khalifah	
sebagaimana	 tujuan	 awal	 sistem	 khilafah	 yang	
mensyaratkan	 adanya	 khalifah	 tunggal	 se-dunia,	 bukan	
hanya	 satu	negara	 saja.	 Jika	ada,	maka	 itu	hanya	 sebutan	
saja,	sama	seperti	sebutan	Sultan,	raja,	atau	Presiden,	dan	
tidak	mencerminkan	 khalifah	 sebagaimana	makna	 politis	
ke-khalifahan	 yang	 global-sentralistik.	 Jadi,	 dengan	
sendirinya	 konsep	 khalifah	 dan	 khilafah	 yang	 dimaksud	
tertolak.76	Oleh	karena	itu,	kalau	ada	di	Indonesia	misalnya	
ada	 satu	khalifah,	 ada	 imam	besar	 umat	 Islam,	 itu	 bukan	
khalifah	namanya.	Negara	Indonesia	juga	sudah	bersepakat	
sejak	awal	untuk	hidup	bernegara	di	bawah	Pancasila	dan	
UUD,	 Islam	 mengajarkan	 aufu	 bil	 ‘uqud,	 di	 level	
internasional	 melalui	 PBB	 kita	 bersepakat	 juga	 bahwa	
setiap	 negara	 resmi	 diakui	 dan	 berdaulat,	 nah	 kalau	

 
75Wawancara	dengan	TGH.	Said	Gazali	tanggal	14	Juni	2019.	
76Ibid.	
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kemudian	 seorang	 menciptakan	 sistem	 baru	 di	 tengah-
tengah	negara	yang	sudah	bersepakat	tadi,	maka	itu	berarti	
melanggar	 bahkan	mengkhianati	 kesepakatan	mulia	 tadi.	
Lebih	 dari	 itu,	 semua	 yang	 terjadi	 di	 atas	 bumi	 ini	 kan	
memang	 adalah	 skenario	 Allah,	 sunnatullah.	 Dulu	 dunia	
cocoknya	 dengan	 sistem	 khilafah,	 kemudian	 setelah	
kolonialisme	 negara-negara	 bangsa	 muncul	 dan	 diakui,	
termasuk	 Indonesia	 yang	 sudah	 seperti	 ini	 ya	 sudah	
merupakan	 skenario	 Allah.	 Jadi,	 tidak	 bisa	 balik	 lagi	 ke	
zaman	 dulu	 untuk	 diterapkan	 di	 zaman	 sekarang.	 Tidak	
cocok.	 	 Yang	 paling	 penting	 adalah	 bagaimana	 mengisi	
keadaan-keadaan	 tadi	 dengan	 nuansa	 keislaman	 dan	
kesyariahan,	dan	ummat	Islam	memilih	bersepakat	dalam	
NKRI,	 Pancasila	 dan	 UUD	 1945	 yang	 diintisarikan	 dari	
ijtihad	para	ulama.77	

	
Penutup	

Dari	 bahasan	 yang	 sudah	 dilalui	 dapat	 disimpulkan	
bahwa:	 pertama	 secara	 umum	 dari	 ulama’	 ketiga	 organisasi;	
Nahdhatul	Ulama’,	Muhammadiyah	dan	Nahdhatul	Wathan	di	
Lombok	menyepakati	bahwa	makna	dari	khilafah	secara	bahasa	
adalah	 kepemimpinan.	 Karena	 itu,	 orang	 dapan	 menjadi	
pemimpin	 baik	 bagi	 dirinya,	 maupun	 dalam	 bidang	 tertentu,	
dan	juga	kata	khilafah	bisa	bermakna	imarah	(pemerintahan),	
imamah	 (kepemimpinan).	 Kedua,	 khilafah	 dengan	 makna	
khusus	 sebagai	 system	 adalah	 diakui	 oleh	 masing-masing	
ulama’	dari	organisasi	NU,	Muhmmadiyah	dan	NU	untuk	masa	
lalu	 sebagai	 bentuk	 rival	 dari	 imparium	 masa	 lalui.	 Namun,	
pada	saat	ini	khilafah	sebagai	system	untuk	saat	ini	adalah	tidak	
diakui,	karena	kenyataan	masing-masing	negara	sudah	berubah	

 
77Wawancara	dengan	TGH.	Said	Gazali,	pada	28	Agustus	2019.	
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menjadi	 negara	 nation,	 republic	 dan	 lainnya.	 Dari	 sebab	 itu,	
khilafah	 yang	 diusung	 oleh	 HTI	 dan	 lainnya	 adalah	 ditolak,	
terutama	 dalam	 kontek	 keindonesiaan,	 karena	 negara	
Indonesia	 disebut	 sebagai	 negara	 kesepatakan	 atau	 Dar	 al-
Misthaq	(negeri	kesepakatan)	bagi	ulama’	NU	dan	Dar	al-Ahdi	
wa	 al-Syahadah	 (negeri	 perjanjian	 dan	 kesesaksian)	 bagi	
Muhammadiyah	 dan	 bagi	 Nahdahtul	 Wathan	 tidak	 memiliki	
istilah,	 namun	 menolak	 juga	 khilafah,	 karena	 Indonesia	
memberikan	 kebebasan	 dalam	 menjalankan	 ajaran	 agama.	
Disamping	 itu,	 tiga	 organisasi	mengakui	 kedudukan	 presiden	
sebagai	khalifah	bagi	suatu	negara	dalam	system	republic.	
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